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ABSTRAK

Nama - Indri Srimenganti, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERAN NOTARIS DALAM MENERAPKAN ASAS

KESEIMBANGAN SERTA PRINSIP KEHATI
HATIAN PADA PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
KREDIT

Tesis ini membahas mengenai peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai
kedudukan mandiri dan tidak berpihak baik kepada kreditur maupun debitur
sehingga dapat berperan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan
debitur dalam perjanjian kredit. Peran notaris dalam menjalankan ketentuan-
ketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi
dirinya sendiri sebagai pejabat umum. Dalam perjanjian kredit perbankan kehati-
hatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap, penyusunan dan
penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dan bersifat explanatoris. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi
kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat
data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat
dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan
khusus tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat
diundang-undangkan sebagai pedoman perjanjian kredit bank bagi masyarakat
Indonesia.

Kata Kunci:
Peran notaris, asas keseimbangan, prinsip kehati-hatian.
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ABSTRACT

Name - Indri Srimenganti, S.H.

Study programme : Master Degree - Notary

Title : ROLE OF NOTARY IN APPLYING EQUITY
AND PRUDENTIAL PRINCIPLES TO LOAN
AGREEMENT

This thesis deals with the role of the notary as a public official, who has the status of
an independent and impartial to both creditors and debtors alike, so they may
contribute to the realization of a balance between the interest of creditors and debtors
in a loan agreement. The role of notaries in carrying out the provisions consistently
brings the implementation of precautionary measures for themselves as public
official. The bank loan agreement of prudence notary in absorbing the intent and
purpose of the clients, deed preparation and writing of the content becomes very
important. This study used a normative method and explanatory. Obtainment of data
through the study of literature and supported by conducting interviews, as to acquire
comprehensive data to make changes and adjustments that may be carried out in its
implementations. It was found that specific provisions of legislation governing loan
agreement might be invited and legislated as a guide to bank loan agreements for the
Indonesian people.

Keyword:
Role of notary, equity principles, prudential principles.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih
masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa
notaris, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu
badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain
sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia,
menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang
notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris
menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan
pembagian warisan.

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat memberi bantuannya, baik
berupa nasehat-nasehat maupun dengan penyusunan akta-akta yang sedemikian rupa,
sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan
jasa notaris. Dalam penyusunan akta terletak keterampilan dan seni dari seorang
notaris dalam menerapkan hukum, sehingga dapat memenuhi maksud dan keinginan
dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku
bahkan dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru dan mencari
penyelesaian-penyelesaian dimana hukum/undang-undang tidak mengatur secara
jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian notaris ikut serta menemukan
hukum baru dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya, antara lain hal-
hal yang menyangkut tata hidup masyarakat.

Keberadaan notaris sebagai pekerja jasa diberi kewenangan oleh negara untuk
membuat akta otentik dan selanjutnya mewakili negara/pemerintah dalam
kompetensi hubungan hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Keberadaan notaris dalam hal ini benar-benar begitu berperan karena notaris dalam
kapasitasnya yang dipercaya untuk membuat akta otentik, dengan sendirinya juga
dipandang sebagai pejabat umum yang selalu berusaha mencegah terjadinya konflik.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang
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jabatan notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat
sangat dibutuhkan terutama dalam hal membuat akta-akta yang menimbulkan alat-
alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus
aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, notaris
tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat
pedesaan sekalipun ia harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit
untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Seorang notaris
biasanya sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang
dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah
benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. “Alat
pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa
hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (Rechtszerkerheid)™.

Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata overeenkomst
(Belanda) atau contract (Inggris)®>. Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan
kebebasan berkontrak. Setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik
dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2)
mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan,
dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan®.

Hukum Kontrak/Perjanjian di Indonesia mempergunakan sistem terbuka,

! R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grapindo
Persada, 1993), hal.7.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi
Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institiut Bankir Indonesia, 1993),
hal , 158.

® Ibid.
Universitas Indonesia
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artinya adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar hukum,
ketertiban umum dan kesusilaan®. Pembatasan tersebut sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab
itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan
atau dengan ketertiban umum.

Perkembangan di bidang ekonomi menjadi penyebab munculnya berbagai
macam Kkegiatan transaksi bisnis yang pada umumnya dituangkan dalam suatu
kontrak/perjanjian.  Semakin banyak transaksi bisnis membuat frekuensi
pembuatan kontrak/perjanjian juga semakin tinggi, sehingga mendorong banyak
pihak untuk membuat suatu bentuk kontrak yang dapat digunakan untuk melayani
transaksi bisnis secara efisien dan efektif, yaitu dengan membuat suatu kontrak baku.
Era perdagangan ekonomi modern yang berkembang pesat menyebabkan kontrak
baku sering dipergunakan dalam hubungan antar manusia baik berupa hubungan hak
dan kewajiban antara kedua belah pihak maupun hubungan yang hanya
memihak/menguntungkan salah satu pihak.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan
kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian pada awalnya
diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak
berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan
sesuatu kepentingan yang diinginkan melalui proses tawar-menawar. Dengan kata
lain, pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba
dipertemukan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya
dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Di dalam
perjanjian sisi kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada
diantara para pihak terakomodasi melalui hubungan perjanjian yang bekerja secara
seimbang.

Kebebasan berkontrak yang merupakan jiwa sebuah kontrak atau perjanjian,
secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak

diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan

* Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1990), hal.13.
Universitas Indonesia
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akan muncul kontrak/perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Akan tetapi
dalam praktek masih banyak ditemukan model kontrak standar yang cenderung
dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Fenomena adanya Kketidakseimbangan dalam kontrak/perjanjian dapat
dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam
bentuk standar/baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya
cenderung berat sebelah. Dalam praktek pemberian kredit di lingkungan perbankan,
misalnya terdapat klausul mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala
petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur dikemudian
hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul
ekstensi yang isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.

Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke Il Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Undang-Undang
No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan
sepenuhnya kepada Bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya perjanjian kredit
perbankan sering memakai perjanjian baku (standard contract) atau klausula baku
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

Indrustri Perbankan Indonesia pasca krisis, mulai menunjukan peningkatan.
Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia dapat dilihat dengan kembalinya fungsi
intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana
baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana
melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan
meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat.

Jasa notaris, sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sangat

dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan
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akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin
kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut,
supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik
perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan maupun
perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Notariil) atau
akta otentik seharusnya dapat berperan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara
kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Melihat
lemahnya posisi nasabah bank dalam pemberian fasilitas kredit, perlindungan hukum
bagi nasabah terutama nasabah bank yang posisinya lemah menjadi sangat penting.
Namun kenyataan Kkita sulit untuk menemukan aturan yang tegas tentang
perlindungan hukum bagi nasabah bank, terutama tentang penggunaan perjanjian
baku dalam bisnis bank.

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya terlebih dahulu mengadakan
perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai dengan saat ini tidak atau
belum ada pedoman atau tuntunan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank
mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat
dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. Dalam hal perjanjian kredit kedudukan
bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada
kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal nasabah (debitur) termasuk
pengusaha ekonomi lemah®, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur
diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar dalam waktu
yang singkat, namun dikarenakan debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak
mau mereka setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank.

Pada umumnya di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia,
perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku
yang klausul-kalusulnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah
sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-
klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak

akan menerima kredit tersebut. Bentuk dan isi perjanjian kredit antara satu bank

® Sjahdeini, op.cit., hal.2-3.
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dengan bank yang lain tidaklah sama. Tentu saja hal ini dibuat sesuai dengan
kepentingan dari masing-masing bank yang bersangkutan. Pada saat perjanjian kredit
yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan
terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit notariil dalam bentuk
ini dapat juga dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku
juga®.

Fenomena perjanjian kredit dengan klausula bakunya, menimbulkan
persoalan hukum baru dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula
baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsumen’.

Perjanjian kredit dimulai dengan adanya permohonan kredit dari debitur,
yang selanjutnya bank selaku kreditur melaksanakan survey kelayakan dan jaminan
debitur, hal ini berkenaan dengan pemeriksaan kebenaran data debitur, dari hasil
survey akan terlihat nilai ideal jumlah kredit yang pantas diberikan kepada debitur,
yang selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit oleh kreditur, blanko perjanjian kredit
tersebut telah disiapkan terlebih dahulu tinggal diisi oleh kreditur dan diberikan
kepada debitur untuk dibaca dan ditandatangani.

Dalam beberapa hal, ada bank yang membuat perjanjian dibawah tangan,
tetapi banyak bank yang lebih memilih membuat akta notariil. Mengingat kedudukan
perjanjian kredit sangatlah penting yaitu merupakan perjanjian pokok bagi
perjanjian-perjanjian turutannya dimana perjanjian kredit tersebut merupakan
perjanjian yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian-perjanjian
turutannya, maka perjanjian kredit perbankan dibuat secara notariil (dibuat
dihadapan notaris) hal ini secara langsung akan memberikan kekuatan pembuktian

yang sempurna, dalam artian baik menyangkut peristiwa dan para pihak yang

® Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2007), hal.146.

’ Rudi Indrajaya, Era Baru Perlindungan Konsumen, (Bandung: IMNO, 2000), hal.7.
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membuatnya menurut hukum telah dinyatakan benar, dan pihak yang menyangkal
kebenarannya dibebankan untuk membuktikan keberatannya tersebut. Dalam hal
pembuktian akta dibawah tangan, para pihak dapat menyangkal kebenarannya
sehingga beban pembuktian diperlukan bagi kreditur. Terhadap perjanjian kredit
yang dibuat dibawah tangan yang dilanjuti dengan legalisasi yang kemudian
dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris, sebenarnya tidak mengubah perjanjian
dibawah tangan menjadi akta notariil tetapi tindakan demikian telah memberikan
kekuatan pembuktian sendiri terhadap perjanjian tersebut yang lebih baik dari akta di
bawah tangan, hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan adalah :

1. Sebagai seorang notaris, yang merupakan pejabat umum, kedudukan notaris
tidak berpihak baik kepada kreditur maupun kepada debitur, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan salah satu isi Sumpah Jabatan Notaris yaitu “ bahwa saya
akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan
tidak berpihak”.

2. Dengan dibuatnya perjanjian kredit dihadapan notaris (secara akta notariil)
atau dengan dilakukan legalisasi yang kemudian dibacakan dan dijelaskan
oleh Notaris terhadap perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, maka
akan menghindari/mencegah hilangnya suatu dokumen penting, hal ini karena
notaris mempunyai arsip terhadap perjanjian kredit yang dilakukan
dihadapannya.

Sebagai seorang notaris, yang merupakan pejabat umum, di dalam
menjalankan profesinya notaris harus dalam keadaan netral atau dengan kata lain
tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Sebagai
seorang pejabat umum notaris harus memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi
para pihak, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan
serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi
masyarakat. Peran notaris dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan
kreditur dan debitur serta penerapan kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian
kredit tercermin di dalam Pasal 16 UU No0.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, notaris seharusnya benar-

benar memperhatikan dokumen-dokumen dan kenyataan yang terjadi di lapangan
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yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya, sehingga tidak menimbulkan
kerugian bagi para pihak yang membuat akta tersebut. Dapat terjadi karena
kekuranghati-hatian notaris maka akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan
sebagai akta di bawah tangan, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian
biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Notaris dapat juga dikenai sanksi lain
berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian
dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, oleh Majelis Pengawas
sebagaimana diatur oleh Pasal 84 dan Pasal 85 UU No0.30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah
penting, Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang
salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam
pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme
tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efesiensi prosedur
perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga
perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.

Notaris mempunyai kedudukan mandiri dan tidak memihak di dalam
menjalankan jabatannya. Peranan notaris untuk mewujudkan kesetaraan terkait pada
cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang
ditawarkan secara timbal balik. Kedudukan Kreditur dan debitur dapat setara dalam
perjanjian kredit perbankan, apabila ada debitur kuat, yaitu debitur yang mempunyai
pinjaman yang besar pada bank, posisi debitur akan berubah menjadi pihak yang
mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendaknya dalam membuat perjanjian
dan menentukan isi perjanjian bahkan untuk mengakhiri suatu perjanjian kredit
tersebut. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan apabila usaha
perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam
rangka usaha melindungi konsumen secara umum, dan dengan adanya Undang-
Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang
tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk
pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya

pemberdayaan konsumen.
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Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk
malakukan kajian dalam menulis tesis yang berjudul “Peran Notaris Dalam
Menerapkan Asas Keseimbangan Serta Prinsip Kehati-hatian Pada Pembuatan Akta

Perjanjian Kredit”.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan gambaran sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah,
penulis tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan-permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimana peran notaris dalam menerapkan asas keseimbangan pada pembuatan
akta perjanjian kredit ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang perlu dilakukan terhadap
permasalahan hukum dalam praktek berkenaan dengan perjanjian kredit

perbankan ?

1.3. Metode Penelitian

Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tipe
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yang didasarkan pada
suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum
normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum
normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri®.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat
explanatoris. Dalam hal ini, adalah merupakan penelitian hukum normatif berupa
penelitian untuk menemukan hukum in concreto, yaitu penelitian untuk menemukan
hukum bagi suatu perkara in concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah
hukumnya yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu masalah tertentu

dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan®. Dengan demikian

& Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), hal.57.

® Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), hal. 22.
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penelitian ini akan menelaah berbagai masalah hukum dan gejala lainnya yang
berkaitan dengan peran notaris dalam menerapkan asas keseimbangan serta prinsip
kehati-hatian pada pembuatan akta perjanjian kredit.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji,
meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan didukung dengan studi lapangan
dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber dan informan. Secara
proporsional sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan lebih
banyak dibanding dengan yang berupa wawancara.

Metode analisis data menggunakan metode pengolahan kualitatif yang

menekankan pada aspek analisis subyektif peneliti.

1.4.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam tiga bab, dimulai dengan sistematika
Bab | sebagai bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar
belakang masalah yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum
dan kemudian disimpulkan menjadi beberapa pokok permasalahan. Selain itu juga
memuat metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam
sistematika Bab | merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis sekaligus mengantar
pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Il mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit berisi
telaah mengenai peran serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta, pemahaman
tentang kredit, pemahaman tentang perjanjian kredit, perjanjian baku dalam
perjanjian kredit perbankan, peran notaris dalam menerapkan keseimbangan serta
kehati-hatian pada akta perjanjian kredit, dan dibahas pula mengenai penerapan
prinsip kehati-hatian menghadapi permasalahan hukum perjanjian kredit di dalam
praktek.

Bab Il merupakan bagian terakhir sekaligus bab penutup yang memuat
kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dan yang menjadi pokok kajian dalam
penulisan ini dan saran sebagai masukan yang mencoba memberikan jalan keluar
dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dirumuskan

terdahulu dan yang dibahas serta menjadi fokus dalam penelitian ini.
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BAB 2

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT

2.1.
2.1.1.

tahun

Peran Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Pengertian Notaris di Indonesia

Pengertian notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.30
2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJN), yaitu: Notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare

Ambtenaren sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal
1868 Burgerlijk Wetboek (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :*°

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke
akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en
beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de
belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan
de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en darvaan
grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het
opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere
ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain).

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja,

tapi juga diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, dan pejabat lelang sebagaimana diatur

19G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.31.
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dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
338/KMK.01/2000. Dengan demikian, notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak
setiap pejabat umum adalah notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau
Pejabat Lelang™.

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dalam Pasal 1 huruf a Wet op het Notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3
April 1999, disebutkan bahwa “Notaris: de ambtenaar”. Notaris tidak lagi disebut
sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Wet op het
Notarisambt yang lama. Tidak dirumuskannya lagi notaris sebagai openbaar
ambtenaar, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah notaris sebagai pejabat umum
atau bukan. Istilah openbaar ambtenaar dalam konteks ini tidak bermakna umum,
tetapi bermakna publik?.

Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut diatas dijadikan
rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 ayat 1
UUJN yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka berkaitan dengan openbare ambtenaren yang
diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas
untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi
seperti itu diberikan kepada Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik
dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha
negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik, menciptakan sebuah produk yang disebut akta
otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum

pembuktian.

' Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak,
(‘Yogyakarta: FH UlI Press, 2010), hal.38.

12 philipus M. Hadjon dan Taatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005), hal.1.
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Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang
bersifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata
bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi
keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan di dalam akta yang dibuat
dihadapan atau oleh notaris itu sendiri. Sengketa yang timbul akan diproses di
Pengadilan Negeri. Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat
keputusan atau ketetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara
yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan
sengketa dalam hukum administrasi negara diproses di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat
publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha Negara®®.

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum yaitu dengan
lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Reglement
op Het Notaris Ambt in Nederland atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dengan
maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.
Dengan dasar seperti ini notaris diangkat dan sebagai notaris harus memiliki
semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh
notaris yang sesuai dengan tugas dan jabatannya tersebut, notaris berhak
mendapatkan honorarium. Oleh karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika

masyarakat tidak membutuhkannya'®.

2.1.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris
Mengenai jabatan notaris, A.G.Lubbers guru besar dalam ilmu notariat,
menulis dalam kata pendahuluan buku Het Notariaat (1963) dalam Tan Thong Kie :*°

Een niet spectakuler, doch daarom niet mider boeiend juridisch ambt. Yang

3 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
(Bandung: Refina Aditama, 2008), hal.31-32.

% Ibid, hal.32.

> Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi praktek Notaris Buku 11, (Jakarta: PT.Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2000), hal.172.
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diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: “Suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler
(tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan”.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik,
mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak transaksi bisnis
yang memerlukan peran serta dari notaris, bahkan beberapa ketentuan mengharuskan
dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris maka
transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah
diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang ini
menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang lama yang diatur dalam Staatblaad
1860 nomor 3 yang merupakan Undang-Undang Jabatan Notaris produk Kolonial
Hindia Belanda.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan unifikasi di bidang
pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-
undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang
berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh undang-
undang yang mengatur jabatan notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas
yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu
(kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan
pekerjaan tetap™.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu : “Notaris adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini”.

Disinilah letak arti yang penting dari profesi notaris bahwa ia karena undang-
undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam
pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap
benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian

untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

16 Susanto, op.cit., hal. 40
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Hal ini dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan alat-alat
bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan.

2. Bukti dengan saksi-saksi.

3. Persangkaan-persangkaan.

4. Pengakuan.

5. Sumpah.

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta
otentik maupun akta dibawah tangan, dan yang berwenang serta dapat membuat akta
otentik adalah Notaris. Negara mendelegasikan tugas tersebut kepada notaris
sebagaimana tertera pada Pasal 1868 KUHPerdata jo.S.1860/3 jo UUJN no.30/2004
mengenai adanya pejabat yang diangkat olen Negara untuk membantu masyarakat
dalam pembuatan akta otentik.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri, dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang kenotariatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UUJN.
Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh menteri, tidak
berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan
demikian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:*’

a. Bersifat mandiri (autonomous)

b. Tidak memihak siapapun (impartial)

c. Tidak tergantung kepada siapapun (independent) yang berarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jabatan
kepercayaan (vertrouwensambt) untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya
kepastian hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang berangkutan,
sehingga orang bersedia menyerahkan sesuatu kepercayaan kepadanya. Sebagai
seorang kepercayaan (vertrouwenspersoon), notaris wajib merahasiakan segala

sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan sebagaimana

7 Adjie, op.cit., hal. 36
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diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN adalah juga demi kepentingan notaris itu
sendiri.

Seperti halnya pengacara, dokter dan pejabat agama, notaris sebagai jabatan
kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kewajiban itu ada, terlepas dari mereka yang
menyampaikan masalah itu membebankan secara tegas ataupun tidak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, notaris
diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi oleh karena jabatannya atau
pekerjaannya harus merahasiakan, mempunyai hak ingkar artinya bisa minta
dibebaskan memberikan kesaksian di depan hakim. Sikap untuk tidak berbicara di
depan persidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh notaris, sejalan dengan apa
yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kkhususnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 54
UUJN notaris mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mempertahankan
sumpah dan jabatan, menjaga isi akta serapat-rapatnya, sehingga notaris mempunyai
hak ingkar terhadap segala akta dan apa yang yang tercantum dalam isi akta-aktanya
itu. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu
kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau
jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Akan tetapi hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 UUJN tidak lagi
memberikan hak ingkar yang absolute, karena berdasarkan pasal ini notaris tetap
dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai
akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah
selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap
notaris.

Tugas dan wewenang utama dari notaris adalah sebagai pembuat alat bukti
tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868
KUHPerdata. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUJN
yang menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

nr.
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Kewenangan notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) yang menyatakan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti pada akta
notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata akta yang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:*®
1. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (tenoverstaan) seorang
pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang
dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian
seperti akta yang dibuat dibawah tangan jika akta itu ditandatangani oleh para
penghadap, hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1869 KUHPerdata dan
Pasal 41 UUJN.

Pasal 1868 KUHPerdata tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu dan
dimana batas wewenangnya serta bagaimana bentuk aktanya. Hal ini dapat diketahui
dalam UUJN yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata.

Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)
UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan

akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

'8 Tobing, op.cit., hal. 48.
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pejabat atau orang lain. Namun ada beberapa akta otentik yang merupakan

wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, yaitu:*

a.
b.

Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281KUHPerdata)

Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal
1227KUHPerdata)

Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal
1405 dan Pasal 1406 KUHPerdata)

Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 128 KUHD)

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996);

Membuat akta risalah lelang.

Berkaitan dengan peranannya tersebut maka selanjutnya notaris dalam

kapasitas tugasnya yang terjabar pada Pasal 15 ayat (2) berwenang untuk:

1.

IS Cl

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku
khusus.

Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan.

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan

kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius

constituendum). Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika notaris melakukan

tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan

tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut

tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan

9 Adjie, op.cit., hal.34.
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pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang bekerja di luar

kewenangannya sebagai notaris tersebut, maka notaris tersebut dapat digugat secara

perdata di pengadilan negeri®.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam

Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua)

kesimpulan, yaitu:**

1.

2.1.3.

Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para
pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang
berlaku.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti
lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta
tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak
benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan
hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan

dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Macam-Macam Akta

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan

tentang penggolongan akta otentik yaitu:

1.
2.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas).
Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta para pihak/partij
akta).

Menurut Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, perbedaaan dari

kedua akta itu adalah:??

2 1hid, hal 34-35.
21 1hid, hal 35.

2 Victor Simatupang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan

Eksekutorial, cet.l, (Jakarta: Rineka Cipta,1993), hal 30-31.
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1. Akta relass dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak
dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat
akta mereka yang mereka inginkan tersebut.

2. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah
memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-
kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.

3. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman
kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak
merupakan keharusan.

4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang
membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan
keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.

5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan
menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat
diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek kenotariatan disebut akta relaas
(relaas acten) atau akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat
dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau
perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta
yang dibuat atau yang diceritakan dihadapan notaris, para pihak berkeinginan agar
uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta notaris®.

Terhadap akta partij (partij acten) dan akta pejabat, notaris wajib untuk
membuat minuta-nya, dengan pengecualiannya jika diminta oleh yang langsung
berkepentingan dalam akta, notaris dapat mengeluarkan akta dalam in originali.

Selain akta otentik dikenal juga akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan
adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan
dari seorang pejabat pembuat akta. Hal mana semata-mata dibuat antara para pihak

yang berkepentingan®’. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah

% Tobing, op.cit., hal. 151.

% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. pertama , (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 158.
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tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, dan tidak
dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Menurut Habib Adjie perbedaan antara akta di bawah tangan dan akta notaris
adalah:®

1. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh
undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang
berwenang. Akta notaris dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh
undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai
umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

2. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai
pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan
dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban
pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan
penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Akta
notaris mempunyai kekuatan yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris
sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu
dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat baik itu akta di bawah tangan dan atau akta otentik
keduanya harus memenuhi rumusan mengenai Syarat sahnya suatu perjanjian
didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat mereka yang mengikat dirinya,
kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang
halal) dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338
KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati dan dipatuhi oleh para
pihak (pacta sun servanda)®.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di
bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu, jika terdapat
cacat dalam bentuk akta, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUHPerdata

tersebut diatas.

% Adjie, op.cit., hal.49

% |bid, hal 48-49.
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Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR (Herziene
Indonesich Reglement)?’, tetapi di dalam RBg (Reglement Buitengewesten)®® yang
diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUHPerdata diatur
dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1180, dan dalam Stb. 1867 No. 29.

Mengenai akta dibawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak
untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang
dapat ditetapkan atas sesuatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan
tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau
paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh sipenandatangan (orang
yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang
terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta dibawah
tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan,
demikian menurut Pasal 1878 KUHPerdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291
RBg dan Pasal 4 Stb.1867 No0.29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti
tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi: “Yang
dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang
berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili
olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa
yang dimajukan oleh seseorang”.

Jadi surat yang berasal dari penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan
permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka

permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

" HIR (Herziene Indonesich Reglement) atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda, yang pada saat itu hanya
berlaku untuk orang Indonesia (pribumi) di Jawa dan Madura tetapi sekarang sering diterapkan di
tempat lain.

%8 RBg (Reglement Buitengewesten) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata pada zaman kolonial merupakan hukum acara perdata untuk pribumi di luar Jawa dan
Madura
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2.2.  Pemahaman Tentang Kredit
2.2.1. Pengertian Kredit

Dewasa ini kegiatan transaksi kredit sukar untuk dihindari oleh para pelaku
bisnis. Para pelaku bisnis melakukan transaksi kredit dengan beberapa alasan dan
tujuan. Alasan dan tujuan tersebut akan berbeda diantara pihak-pihak pelaku
transaksi kredit yang bersangkutan. Adapun pihak yang berkepentingan dalam
transaksi kredit yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).

Perusahaan dagang memberikan kredit dengan tujuan untuk meningkatkan
volume penjualan dan mengimbangi pesaing. Lembaga perbankan atau yang sejenis
memberikan kredit dengan tujuan untuk memperoleh bunga dari pokok pinjamannya.
Sedangkan pihak debitur atau pelanggan melakukan transaksi kredit dengan alasan
tidak mempunyai kas yang cukup untuk membeli dan membayar suatu produk atau
terpaksa meminjam sejumlah uang untuk modal dan diharapkan dengan modal
pinjaman tersebut diperoleh suatu penghasilan yang nantinya dapat mengembalikan
pinjamannya tersebut serta memperoleh nilai lebih atau keuntungan.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere” atau “credo” yang berarti
kepercayaan (trust atau faith). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit
dari yang memberikan kredit kepada yang menerima kredit adalah kepercayaan.

Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan No.10
tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU

Perbankan) :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga®.

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono :

Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang
menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman

 Indonesia, Undang-Undang Perbankan No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.7 tahun 1992, ps.1 angka 11.
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pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari
pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak
yang bersangkutan®.

Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badrulzaman,

menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :*

- sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari
orang lain;

- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan
tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa
transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik
itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi
kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual
beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu
baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan
mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban

untuk membayar bagi debitur.

2.2.2. Unsur-Unsur Yang Dapat Menjamin Terjadinya Proses Kredit
Unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit menurut Kasmir, yaitu :*

o Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik
berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di
masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan,
sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam

membayar kredit yang disalurkan.

% Teguh Pudjo Muljono, Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan, (Jakarta:
Djambatan,1989), hal.45.

¥ Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 21.

%2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet.kelima, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,
2006), hal.74.
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o Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan
antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam
suatu perjanjian di mana para pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani

oleh kedua belah pihak Bank dan nasabah.

e Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini
mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan

bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

e Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang
diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan
resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat
terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya
dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin
panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian
pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja

maupun resiko yang tidak disengaja.

e Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan
dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut
yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa
dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini
merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
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2.2.3. Fungsi Kredit

Adapun fungsi transaksi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut

Muchdarsyah Sinungan adalah sebagai berikut:*

1.

Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang.

Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau modal
pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan oleh
lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif. Hal ini akan
meningkatkan kegunaan uang tersebut, yang tadinya sebagai simpanan (tabungan
dan deposito), kini dapat dijadikan modal untuk melaksanakan suatu usaha atau
proyek.

Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang
karena kredit menciptakan mobilitas usaha sehingga penggunaan uang akan
bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Dengan adanya kredit, pihak peminjam atau yang diberi kredit akan bekerja
semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalaninya dihasilkan keuntungan
yang besar sehingga dapat melunasi kredit tersebut.

Kredit sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter.

Kebijakan kredit bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan
menyalurkan kredit hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor
prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional.

Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar yang
mendapatkan fasilitas kredit, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka

dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

¥ Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Cet.3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 5.
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2.3. Pemahaman Tentang Perjanjian Kredit
2.3.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama
akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan.
Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk
dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan
diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan
penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang
membuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang
menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila
salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu
pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Istilah perjanjian kredit secara definitif tidak dikenal di dalam UU Perbankan,
namun bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan
tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata
tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual
(hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam.
Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan :

Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
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belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula®.

Walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam, tetapi
perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam KUHPerdata.
Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian kredit tunduk kepada Undang-Undang
Perbankan dan bagian umum Buku Il KUHPerdata. Dalam aspek riil perjanjian ini
tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam
model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan
perbankan, perjanjian kredit dalam aspek riil ini tidak tunduk pada BAB XIII Buku
I1l KUHPerdata®™. Sehingga perjanjian kredit dapat didefinisikan sebagai perjanjian
yang dibuat antara Kreditur dan Debitur yang menetapkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku atas sesuatu fasilitas kredit™.

Pembuatan suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat supaya
perjanjian tersebut diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320
KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh
pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan kata lain mereka
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kesepakatan itu dianggap
tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Yang dimaksud cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan
tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu

perbuatan tertentu.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti
dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 20009.

% Badrulzaman, op.cit., hal.40.

% Arikanti Natakusumah, “Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit”, (makalah
disampaikan pada seminar Pra Kongres INI , Palembang, 19 Juli 2008).
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Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan, orang belum dewasa adalah anak dibawah umur 18 tahun atau
belum pernah melangsungkan pernikahan ;

b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUHPerdata yaitu orang yang telah dewasa
tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros ;

c. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan
hukum tertentu, misalnya orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Jika pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah suatu perseroan terbatas (PT)
maka syarat kecapakan ini terpenuhi apabila PT tersebut telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan serta
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu

perjanjian, yang merupakan pokok perjanjian. Prestasi ini harus tertentu atau

sekurang-kurangnya dapat ditentukan®’.

Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga

hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Jika prestasi itu kabur, sehingga

perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek
perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal.

Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang

diperbolehkan oleh undang-undang. Sebab yang halal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1330 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan
atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi

perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-

¥ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990),
hal.93.
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pihak®. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang
mengadakan perjanjian. Apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, maka
perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap,
atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan
perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan syarat ke 3 dan 4 dinamakan syarat
obyektif, karena mengenai obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Apabila
syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum
yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling
menuntut di muka hakim (pengadilan).
Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:

1. Pihak Pemberi Kredit atau Kreditur.

Pihak pemberi kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain

selain bank misalnya perusahaan leasing;
2. Pihak Penerima Kredit atau Debitur.

Pihak penerima kredit atau debitur adalah pihak yang dapat bertindak sebagali

subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak dan

kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak

maupun perbuatan dua pihak.

Pada dasarnya subyek hukum terdiri dari:

a. manusia (person)

b. badan hukum (rechtpersoon) misalnya Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

% |bid, hal, 194.
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Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur
maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting
dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Fungsi dari perjanjian kredit, yaitu:

(1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok: Artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain
yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

(2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban di antara kreditur dan debitur;

(3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian kredit tidak ubahnya dengan
akibat hukum terhadap lahirnya suatu perjanjian pada umumnya. secara umum hal
ini menimbulkan suatu perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pada
perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat hukum dari perjanjian Kredit tersebut
adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan perjanjian kredit
tersebut.

Dalam prakteknya ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:
1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, atau dinamakan akta di bawah

tangan.

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan, akta di bawah tangan adalah surat atau
tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang
berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

Artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat
diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Namun pada prakteknya
dalam perjanjian kredit bank, akta dibawah tangan ini disiapkan dan dibuat
sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk
mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan
formulir perjanjian dalam bentuk standar yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya
disiapkan terlebih dahulu secara lengkap yang kemudian disodorkan kepada
setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami dalam rangka

penandatanganan perjanjian kredit tersebut. Jadi calon debitur mau atau tidak
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mau, dengan terpaksa atau sukarela, harus menerima semua persyaratan yang
tercantum dalam formulir kredit walaupun ia tidak setuju terhadap pasal-pasal
tertentu. Hal tesebut dikarenakan calon debitur sangat membutuhkan kredit atau
berada pada posisi lemah.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, yang dinamakan akta
otentik atau akta notariil.

Pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris,
namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan
oleh kreditur kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta
notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa
yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan, akta otentik adalah akta yang di dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan
pegawai yang berkuasa (pegawali umum) untuk itu, ditempat dimana akta
dibuatnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam perjanjian yang dibuat di bawah

tangan (akta di bawah tangan) dan di hadapan notaris (akta otentik atau notariil),

yaitu:

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya akta
otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki
keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apabila akta otentik diajukan
sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihak lawan membantah akta
tersebut maka pihak pembantah yang harus melakukan pembuktian kebenaran
bantahannya.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti juga akta
otentik, jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang
menandatangani. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak
mengajukan bukti akta di bawah tangan, dan akta tersebut dibantah oleh pihak
lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus
mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi). Ini dimaksudkan untuk
membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti

tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Supaya akta di

Universitas Indonesia

Peran Notaris...,Indri Srimenganti,FHUI,2011



33

bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang
ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian di depan hakim,
maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Dengan
adanya legalisasi yang kemudian dibacakan dan dijelaskan oleh notaris, maka
akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sendiri yang lebih baik
dari akta dibawah tangan.

Legalisasi artinya menyatakan kebenaran ialah pernyataan benar dengan jalan
memberi pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta dibawah tangan
meliputi tanda tanagn, tanggal,dan tempat dibuatnya akta dan isi akta.

Variasi pembuatan akta dalam praktek sehari-hari, ada bank yang minta pada
notaris untuk membuat perjanjian secara notariil dengan jaminan-jaminan yang
dibuat dalam suatu akta tersendiri. Selain itu ada juga yang meminta kepada notaris
untuk membuat akta pengakuan hutang dengan pemberian jaminan, sedangkan
perjanjian kreditnya dibuat di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan
dilegalisasi oleh notaris, sedangkan jaminan-jaminanya dibuat secara notariil.

Perjanjian kredit notariil adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada
nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Perjanjian kredit notariil
merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang
berwenang/Notaris).

Pada akta perjanjian kredit notariil/otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan
pembuktian, yaitu: pertama, membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah
menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal); kedua,
membuktikan antara para pihak, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan
telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau dinamakan juga kekuatan
pembuktian mengikat); ketiga, membuktikan tidak saja antara para pihak yang
bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut di dalam
akta kedua belah pihak menghadap dimuka pejabat publik (notaris) dan menerangkan
apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

Manfaat atau kelebihan lain dari akta perjanjian kredit/pengakuan utang yang
dibuat secara notariil (otentik) yaitu dapat dimintakan grosse akta pengakuan utang

notariil. Grosse akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial dan
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disamakan dengan keputusan hakim. Dalam pelaksanaan eksekusi, bank tidak perlu
lagi melalui proses gugatan yang memerlukan waktu lama dan biaya besar.

Secara umum grosse akta pengakuan utang diatur dalam ketentuan Pasal 224
HIR. Pengertian grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan (secara
pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta)
memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di
bawahnya dicantumkan kata-kata: “Diberikan sebagai Grosse Pertama”, dengan
menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal
pemberiannya.

Grosse akta pengakuan utang dibuat karena alasan-alasan sebagai berikut:

(1) Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur
wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap
jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri
lebih dahulu kepada debitur;

(2) Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat
memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta
pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris sesuai Pasal 224 HIR/258
RBG mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang
tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial;

(3) Untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan
gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Namun dalam prakteknya, pemanfaatan grosse akta pengakuan utang yang
mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai dasar untuk melakukan eksekusi jaminan
menjadi tidak mudah bahkan tidak dapat dilaksanakan, karena kadangkala debitur
mengajukan  bantahan melalui  pengadilan agar membatalkan  eksekusi
berdasarkan grosse akta pengakuan utang.

Dalam pembuatan akta perjanjian kredit, komposisi perjanjian kredit pada
umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

(1) Judul:

Judul dalam suatu akta perjanjian kredit mutlak adanya, sehingga setiap orang
yang berkepentingan melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa akta yang

mereka lihat adalah suatu akta perjanjian kredit.
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(2) Komparisi:
Komparisi yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang
orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya
adalah berupa uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan
dan domisili para pihak; dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk
bertindak dari para pihak dan kedudukan para pihak.
(3) Isi:
Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal
yang diperjanjikan para pihak. Hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian kredit
antara lain mencakup:
(a) jumlah kredit;
(b) jangka waktu kredit;
(c) bunga kredit;
(d) penggunaan kredit;
(e) cara pengembalian kredit;
(f) jaminan kredit;
(9) kelalaian debitur atau wanprestasi;
(h) hal-hal yang harus dilakukan debitur;
(1) pembatasan terhadap tindakan;
(J) asuransi barang jaminan;
(K) pernyataan dan jaminan;
() perselisinan dan penyelesaian sengketa;
(m) keadaan memaksa;
(n) pemberitahuan dan komunikasi;
(o) perubahan dan pengalihan;
(p) pilihan domisili para pihak.
(4) Penutup:
Merupakan bagian atau tempat dimuatnya hal-hal antara lain: tempat dan
tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal mulai berlakunya perjanjian,
saksi-saksi, pembacaan akta.
Mengenai Pengakhiran perjanjian kredit mengacu pada ketentuan di dalam

Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Namun dari sekian

Universitas Indonesia

Peran Notaris...,Indri Srimenganti,FHUI,2011



36

alasan hapusnya perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1381 KUHPerdata, pada
prakteknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut :

(1) Pembayaran: adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi
perjanjian yang telah diadakan.

(2) Subrogasi: Menurut Pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian
hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang pihak ketiga yang membayar
kepada si berpiutang itu (kreditur).

(3) Pembaharuan Utang atau Novasi : adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru
untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan
demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam
Pasal 1413 KUHPer disebutkan ada 3 cara untuk terjadinya novasi yaitu:

- Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama
dengan kreditur baru;

- Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama
dengan debitur baru;

- Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau
merubah obyek atau isi perjanjian. Pembaharuan obyek perjanjian ini
terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban
lain.

(4) Perjumpaan Utang atau Kompensasi : Menurut Pasal 1425 KUHPer adalah
suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau
memperhitungkan utang-piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi

hapus.

2.3.2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Dalam praktek saat ini, secara umum jenis-jenis perjanjian kredit dapat
digolongkan berdasarkan® :
1. Berdasarkan Jangka Waktu

% Natakusamah, op.cit.
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(@) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi

jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan penggunaan pada umumnya
adalah untuk Modal Kerja (Working Capital)

Kredit jangka pendek terdiri atas :

Pinjaman Rekening Koran/Overdraft Loan (PRK)
Pinjaman Promes Berulang/Demand Loan (PPB)
Pinjaman Promes Langsung/Straight loan (PPL)

Pinjaman Promes Tetap/Fixed Loan (PPT)

Trust Receipts (TR)

Fasilitas Negosiasi (Diskonto) : dengan L/C dan tanpa L/C

Advance Under L/C : Transaksi Impor dan Transaksi Ekspor.

(b) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu

lebih dari 1 (satu) tahun yang umumnya digunakan untuk membiayai sesuatu

yang bersifat investasi bagi perusahaan, sedangkan bagi perorangan biasanya

digunakan untuk membiayai Fixed Assets seperti rumah atau kendaraan

bermotor.

Kredit jangka penjang terdiri atas :

Pinjaman Berjangka/Term Loan (PB)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Kredit Pemilikan Mobil (KPM)
Kredit Program

2. Berdasarkan Komitment:

(a) Revolving Credit, yaitu jenis pinjaman yang sifatnya dapat diperpanjang

setelah jangka waktu pinjaman tersebut berakhir. Yang termasuk dalam

kategori ini adalah jenis pinjaman jangka pendek.

(b) Non-Revolving Credit, yaitu jenis pinjaman yang sifatnya hanya diberikan 1

(satu) kali dan tidak dapat diperpanjang jika fasilitas tersebut jatuh tempo.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah jenis pinjaman kredit jangka

panjang.
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3. Berdasarkan Tujuan Penggunaan:

(a) Kredit Tunai (Direct Facility), terdiri dari :

- Kredit Modal Kerja, yang digunakan untuk keperluan modal kerja.
Fasilitas yang termasuk jenis ini adalah: Pinjaman Rekening
Koran/Overdraft Loan (PRK), Pinjaman Promes Berulang/Demand Loan
(PPB), Pinjaman Promes Langsung/Straight loan (PPL), Pinjaman
Promes Tetap/Fixed Loan (PPT), Trust Receipts (TR), dan Fasilitas
Negosiasi/Diskonto.

- Kiredit Investasi, yang digunakan untuk membiayai proyek investasi serta
perlunasan usaha. Biasanya jangka waktu pinjaman bersifat jangka
panjang, misalnya fasilitas Pinjaman Berjangka/Term Loan (PB)

(b) Kredit Non-Tunai/Fasilitas Kontinjen (Indirect Facility), yaitu fasilitas yang
mengandung suatu kesanggupan dari Bank untuk melakukan pembayaran
dikemudian hari jika timbul suatu klaim. Fasilitas yang termasuk jenis ini
antara lain: Letter of Credit (L/C), Bank Garansi, Standby L/C, Foreign

Exchange Line dan Margin Trading.

2.4. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-
klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah
bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah
nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk
merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian
baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk
formulir. Perjanjian baku terkadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya
menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus
dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku dan seringkali
bunyinya sangat umum dan digeneralisasi. Perjanjian baku biasanya digunakan
dalam jumlah besar dan untuk transaksi yang ditentukan oleh salah satu pihak dan
persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut harus diterima

oleh pihak lain secara keseluruhan tanpa adanya negosiasi diantara para pihak.
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Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku
atau perjanjian standar, karena dalam praktik perbankan, setiap bank telah
menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu. Formulir tersebut diberikan kepada setiap calon nasabah yang
akan  mengajukan permohonan fasilitas kredit.Calon nasabah  hanya diminta
pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir
yang diberikan atau tidak.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan
oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit
tersebut, akan tetapi jika debitur menolak maka ia tidak perlu menandatangani
perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak
ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank
yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat
dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan.

Suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, jika dibuat oleh notaris
dengan klausula-klausula yang hanya mengambil alih saja klausula-klausula yang
telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai
peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula itu,
maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu adalah juga perjanjian baku*.

Kontrak baku memiliki kelebihan yaitu adanya sifat efisien sehingga dapat
membuat praktek bisnis lebih sederhana, dan dapat ditandatangani seketika oleh para
pihak. Akan tetapi kontrak baku memiliki kelemahan yaitu kurangnya kesempatan
bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak
yang bersangkutan sehingga sangat berpotensi untuk menjadi klausula yang berat
sebelah. Faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku menjadi sangat berat

sebelah adalah sebagai berikut:*!

%0 Sjahdeni, op.cit., hal.66

1 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 76.
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Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak
untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan
kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut,
apalagi kontrak yang ditulis dengan huruf yang sangat kecil.

Pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk
memikirkan tentang klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan
mungkin telah berkonsultasi dengan para ahli.

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang
sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap take it or leave it.

Dalam praktek, klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut

biasanya mempunyai bentuk dicetak dengan huruf kecil, bahasa yang tidak jelas

artinya, tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca, kalimat yang kompleks, kalimat

ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah

satu pihak®.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam

3 (tiga) jenis yaitu :*

1.

Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak
yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat adalah
pihak kreditur yang umumnya mempunyai posisi kuat dibandingkan dengan
pihak debitur.

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang
mempunyai obyek hak-hak atas tanah.

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris mencakup perjanjian-
perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenubhi
permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris yang
bersangkutan.

Mariam Darus Badrulzaman menambahkan satu jenis lagi perjanjian baku

yaitu perjanjian baku timbal balik. Perjanjian baku timbal balik yaitu perjanjian yang

2 |bid, hal 78.

*® Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif (Perspektif Hukum

dan Ekonomi), (Bandung: CV.Utomo, 2003), hal. 37.
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isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya
terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya buruh. Kedua pihak umumnya terikat
dalam organisasi, misalnya perjanjian buruh kolektif*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, dalam perjanjian kredit bank tidak hanya
mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja, tetapi juga mengemban kepentingan
masyarakat yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter.
Untuk menentukan klausula itu memberatkan atau tidak, pertimbangannya sangat
berbeda dibandingkan dalam menentukan klausula dalam perjanjian baku lainnya.
Klausula eksemsi (pembebasan) tidak dapat dianggap bertentangan dengan
ketertiban umum dan keadilan jika dalam perjanjian kredit dicantumkan klausula
untuk mempertahankan eksistensi bank dan bertujuan melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah di bidang moneter®. Perjanjian baku merupakan ketentuan kontrak yang
disiapkan lebih dulu untuk dipakai secara umum dan penggunaan berulang-ulang
oleh satu pihak serta biasanya tanpa adanya negosiasi dengan pihak lainnya.
Perjanjian baku yang diusulkan oleh satu pihak akan mengikat pihak lain dengan
adanya penerimaan. Perjanjian baku itu mengikat pada saat perjanjian itu
ditandatangani“.

Dalam proses pengajuan kredit, biasanya pihak yang memberikan kredit telah
menyediakan standar dan form-form yang sudah baku, tidak bisa ditawar atau
dinegosiasikan. Dalam prakteknya, debitur menghadapi resiko yang lebih kecil
dibandingkan dengan kreditur di dalam perjanjian kredit, namun debitur perlu
mempersiapkan diri untuk mengetahui segala aspek dan masalah kredit agar
mengetahui posisi hukum yang sebenarnya yang berguna juga dalam berhubungan
dan menghadapi pihak pemberi kredit dan para tukang tagihnya sehingga untuk itu

perlu pemahaman, ketelitian, dan kehati-hatian dalam proses pengajuan kredit. Pada

* Salim HS,H, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2003), hal. 156

** Sjahdeini, op.cit.,hal 182-183,.

*® bid. hal 40
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kontrak baku perjanjian kredit bank, terdapat banyak klausula yang memberatkan
nasabah penerima kredit , klausula-klausula tersebut antara lain:*’

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa
pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.
Klausula ini mengenai kewenangan bank secara sepihak menolak penarikan
kredit dengan atau tanpa diikuti tindakan menghentikan perjanjian kredit
sebelum jangka waktu berakhir, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
nasabah debitur.

Klausula yang demikian memperlihatkan bank selaku kreditur berada dalam
posisi yang kuat, namun dalam pelaksanaannya dapat saja digugat oleh
nasabah debitur.

Contoh Kasus:

KS menggugat Bank X dengan alasan bahwa Bank X telah melakukan
perbuatan melawan hukum, yaitu secara sepihak memutuskan perjanjian
kredit sebelum jangka waktunya dan melelang barang agunan walaupun
kredit belum jatuh tempo. Dalam perkara No. 286/PDT/988/PT-MDN di
Pengadilan Tinggi Medan, hakim berpendapat bahwa klausula perjanjian
kredit yang memberikan kewenangan kepada Bank untuk secara sepihak
mengakhiri perjanjian kredit sebelum waktunya telah menempatkan bank di
posisi yang lebih kuat daripada nasabah debitur, bertentangan dengan itikad
baik di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan menyinggung rasa keadilan.

2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan
dalam proses penjualan barang jaminan akibat kredit nasabah debitur macet.
Semestinya sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, bank tidak
menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan melainkan
penafsiran harga dilakukan oleh suatu appraisal company (perusahaan jasa
penilai) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik. Disamping itu

juga undang-undang telah menentukan cara untuk menjual barang-barang

" Feby Maranta Sukatendel, “Perjanjian Kredit dan Permasalahannya,”
http://duniakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/,
diunduh 20 Februari 2011.
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agunan berdasarkan bentuk pengikatan jaminannya. Terhadap hal tersebut,
nasabah debitur dapat saja menggugat pihak kreditur.

Contoh kasus:

MB, Presiden Direktur PT SMS, memiliki kredit macet di Bank X sehingga
dilakukanlah pelelangan barang agunan. Kemudian MB mengajukan
keberatan terhadap hasil pelelangan barang agunan yang dilakukan oleh
Badan Urusan Piutang Negara melalui Kantor Lelang Negara karena hasil
pelelangan barang agunan tersebut jauh dibawah harga pasar. Atas gugatan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa BUPN telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu lelang yang telah dilakukan
oleh Kantor Lelang Negara pada tanggal 9 November 1991 dinyatakan batal
demi hukum.

. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan
peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh
bank.

Klausula ini bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi
mengikatnya syarat-syarat suatu perjanjian. Dengan dicantumkannya klausula
tersebut pada perjanjian kredit maka klausula tersebut adalah tidak sah dan
karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur. Petunjuk dan peraturan bank
mengikat nasabah debitur apabila telah disampaikan terlebih dahulu
untuk diketahui dan dipahami oleh debitur. Tanpa terlebih dahulu diketahui
dan dipahami meskipun nasabah debitur membubuhkan tanda tangannya,
maka perjanjian itu tidak mengikat.

Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk
dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.

Pembuatan kuasa tersebut harus dengan tegas dan khusus menyebutkan
tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh
kreditur. Kreditur harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan
tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan debitur sepanjang
kebijaksanaan kreditur tidak mengurangi kemampuan nasabah debitur untuk
melunasi utangnya. Misalnya pemberian kuasa umum untuk melakukan

segala tindakan sehubungan dengan perbuatan hukum penjualan barang
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agunan seperti menjual rumah dari pemberi kuasa (debitur). Sekalipun di
dalam kuasa itu terkandung pula kuasa untuk menetapkan harga oleh
penerima kuasa (kreditur), tetapi penerima kuasa tidak berhak untuk
menetapkan harga yang sedemikian rendahnya sehingga merugikan pemberi
kuasa.

Pencantuman klausula-klausula eksemsi (pembebasan) yang membebaskan
bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya
kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.

Klausula ini tidak dapat serta merta mengikat nasabah debitur sekalipun
nasabah debitur telah menandatangani perjanjian kredit. Asas kepatutan
dalam KUH Perdata menghendaki agar hakim tetap mempertimbangkan
masalahnya secara kasus per kasus.

. Pencantuman klausula eksemsi (pembebasan) mengenai tidak adanya hak
nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank
terhadap rekeningnya.

Sekalipun pembukuan bank merupakan bukti yang kuat untuk menentukan
jumlah-jumlah yang dipertikaikan, tetapi mengingat pembukuan bank bukan
merupakan bukti otentik, maka apabila nasabah debitur keberatan mengenai
jumlah-jumlah dari pembukuan tersebut hendaknya nasabah debitur harus
tetap mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya.
Hak nasabah debitur untuk dapat membuktikan kebenaran sebaliknya dari
catatan-catatan pembukuan bank adalah karena memang sudah sering terjadi
kesalahan dalam pembukuan bank dan juga sudah sering diketahui mengenai
terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas bank yang
merugikan nasabah debitur.

Pembuktian secara sepihak oleh Bank perihal Kelalaian Nasabah Debitur.
Pencantuman Klausula dalam Perjanjian Kredit yang memberikan
kewenangan kepada Bank secara sepihak dalam membuktikan Kelalaian
Nasabah Debitur merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan
bertentangan dengan asas hukum pembuktian sehingga klausula tersebut batal
demi hukum. Asas Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata dan Hukum

Acara Perdata mewajibkan Pihak yang mendalilkan sesuatu untuk
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membuktikan dalilnya tersebut. Berdasarkan asas hukum pembuktian

tersebut, maka Bank harus membuktikan kelalaian Debitur apabila bank

merasa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit yang dapat memberatkan
nasabah Debitur, perlu diperhatikan juga dokumen-dokumen lain yang menjadi
acuan dan referensi dari Perjanjian Kredit, namun sering terjadi dokumen tersebut
tidak mudah di-akses oleh Debitur. Contoh dokumen-dokumen yang terkait dengan
Perjanjian Kredit adalah “Persyaratan Umum Pemberian Kredit oleh Bank” atau
“Persyaratan Umum Pembukaan Rekening”. Dalam prakteknya, biasanya dokumen-
dokumen tersebut disimpan oleh Bank dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh nasabah
Debitur. Debitur perlu memperhatikan dokumen-dokumen tesebut secara teliti untuk
menghindari dan mengantisipasi adanya klausula-klausula yang memberatkan
Debitur, dan oleh karena itu sebaiknya Debitur meminta salinan dokumen-dokumen

tersebut kepada Bank untuk dapat dipelajari dan dikonsultasikan.

2.5. Peran Notaris Dalam Menerapkan Asas Keseimbangan Serta prinsip
Kehati-hatian
2.5.1. Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan
Hukum di Indonesia
Dalam menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau
tugas profesi, tiap pelaksanaanya dibutuhkan tanggung jawab (accountability) dari
masing-masing individu yang menjalankanya. Tanggung jawab itu sendiri timbul
karena beberapa hal antara lain :
a. karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan untuk melaksanakan suatu
tugas atau fungsi;
b. karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan;
c. karena tanggung jawab mendapat amanah untuk menduduki suatu jabatan atau
kedudukan.
Profesi adalah pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus
yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperoleh
penghasilan. Profesi itu sendiri dapat dibedakan menjadi (1). Profesi biasa; (2).

Profesi luhur (officium nobile) yang menuntut moralitas tinggi. Setiap profesi,
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khususnya profesi yang berkaitan dengan hukum, memiliki etika profesi, yang

kaidah-kaidah pokoknya antara lain :

a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa
pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi;

b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan
mengacu pada nilai-nilai yang luhur;

c. Mengembangkan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara
keseluruhan;

d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin
mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan
kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan
ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi hukum berkewajiban selalu mengusahakan
dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi tegaknya hukum dan keadilan dan
terutama diperuntukan bagi mereka yang membutuhkanya.

Dalam melakukan tugas profesionalnya seorang notaris harus mempunyai
integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan
tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus
dihindarkan walaupun dengan melakukanya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang
tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus
diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan
agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seorang hanya memiliki kemampuan
profesional yang tinggi, tetapi ia baru mempunyai arti apabila disamping mempunyai
kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral.

Seorang notaris yang bertanggung jawab secara profesional terhadap
profesinya maka ia mencintai profesinya sebagai tugas mulia akan menjunjung tinggi
etika profesi, bahwa melalui profesi hukum ia mau mengabdi kepada sesama sebagai
idealismenya. la dihormati dan dipercayai oleh pencari keadilan bukan semata-mata
karena bobot dan kualitas penguasaan hukum yang dimilikinya atau kehandalan
kemampuan intelektual dan ilmu hukumnya, melainkan karena ia juga memiliki

integritas diri sebagai pengawal konstitusi, hak asasi manusia, kebenaran dan
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keadilan sebagai komitmen moral profesinya. Dalam hal ini ia harus membina relasi
atas dasar saling menghargai dan saling percaya. Dalam menjalankan profesinya ia
mempertimbangkan kewajibanya kepada hati nuraninya sendiri, kepada Klien,
kepada sumpah profesi, dan rekan seprofesi. Dengan begitu, akan terbentuk suatu
kesadaran hukum yang berkeadilan pada diri profesional hukum.

Pada dasarnya tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik dimana
akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah bila terjadi sengketa. Sebelum
melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien maka seorang notaris hendaknya
memberikan penyuluhan kepada klien sehingga klien dapat menangkap/memahami
penyuluhan tersebut, walaupun dengan diberikan penyuluhan urung membuat akte
atau urung menjadi klien dari notaris yang bersangkutan. Dan dalam hal ini memberi
syarat juga kepada klien agar tidak terjerumus dalam kesalahan.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai
perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan dengan “bertindak tepat tanpa perlu
diperingatkan”. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan
kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat diserahi tanggung jawab
seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia
melakukan pekerjaan rutinnya®. Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah
kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai
pengaruh bagi orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-
tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain maupun diri
sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau diri
sendiri. Dalam hal keadaan dimana kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan
dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan
berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

Tanggung jawab adalah ciri orang beradab. Manusia merasa bertanggung

jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari

“8 “Sofa,”Melatih Tanggung Jawab,”http://id.google.com/”’melatih tanggung jawab”,
diunduh tanggal 26 februari 2011.
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pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk
memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha
melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat
macam yaitu:*®

a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung
jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja
dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris,
maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam
pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang
dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk
formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Penjelasan UUJN menunjukan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung
jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta
otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersifat netral dan tidak memihak
serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum
pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat
dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang
diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui

konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat

* Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, (Bandung:
Nuansa & Nusamedia, 2006), hal.140.
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diminta pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila
ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu
yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu
atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan
informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang
berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain
yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan
hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang
dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan
yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang
dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa

ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2.5.2. Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia

Asas keseimbangan, dikaitkan dengan asas dalam perjanjian, dikatakan lahir
sebagai suatu penolakan terhadap asas kebebasan berkontrak®®. Asas kebebasan
berkontrak pada kenyataannya dikatakan telah membawa ketidakadilan, karena

didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar

® Asas kebebasan berkontrak dikatakan lahir sebagai suatu pemberontakan terhadap
mercantile system yang terjadi pada masa abad pertengahan dimana negara, pemerintah sangat ikut
campur dan terlalu membatasi perdagangan yang terjadi, adanya keberatan atas pemberian hak-hak
istimewa oleh raja, adanya penemuan mesin-mesin, dan pengaruh hukum alam yang mengatakan
bahwa asas moral dan keadilan berada di atas semua aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hugo Grotius, salah seorang filsuf hukum alam mengatakan bahwa manusia mempunyai hak asasi
untuk mengadakan perjanjian. Hal yang sama dikatakan juga oleh Thomas Hobbes, yang mengatakan
bahwa sama halnya dengan hukum alam yang menekankan perlunya kebebasan berkontrak, maka hal
itu berlaku juga dengan kontrak-kontrak. Namun setelah tahun 1870 para ekonom tidak mempunyai
pendapat yang sama. Menurut para ekonom tersebut, kebebasan berkontrak hanya akan menghasilkan
manfaat yang maksimum bila terdapat distribusi kesejahteraan. Jika distribusi kesejahteraan itu tidak
adil atau tidak memuaskan, maka penukaran yang dihasilkan oleh perjanjian akan mencerminkan
ketidakadilan dan ketidakpuasan tersebut. Menurut Atiyah, kebebasan berkontrak dalam hal ini telah
gagal karena masalah-masalah yang ditimbulkan oleh externalities (biaya yang dibebankan kepada
pihak-pihak lain), monopoli dan kegagalan-kegagalan pasar lainnya, dan consumer ignorance (yaitu
dalam ketidaktahuan konsumen) sehubungan dengan makin majunya teknologi dan makin
beragamnya barang-barang yang diperdagangkan, karena dengan tidak dimilikinya pengetahuan yang
cukup oleh konsumen, maka dapat dikatakan tidak terdapat keserasian kepentingan antara perikatan
pribadi dan kesejahteraan umum. Sjahdeini, op.cit., hal.17-38
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(bargaining position) yang seimbang, tetapi pada kenyataannya para pihak tidak

selalu dalam posisi memiliki posisi tawar yang seimbang™".

Selain itu asas kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari suatu
kepercayaan bahwa individualisme dianggap sebagai suatu nilai dan kepercayaan,
dimana manusia dipandang mengetahui kepentingan-kepentingan mereka sendiri
yang terbaik, dimana paham itu menaruh perhatian utama terhadap maksimalisasi
dari kekayaan seseorang yang satu dan kebahagiaan seseorang yang lain tanpa
memperdulikan bagaimana kekayaan atau kebahagiaan itu didistribusikan®2.

Paham individualisme dianggap tidak sesuai dengan falsafah Negara
Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sila Keadilan
Sosial, yang diartikan sebagai keadilan sosial bagi selurun umat manusia. Dalam hal
ini terdapat hak dan kewajiban, dimana kedua-duanya harus dilaksanakan dengan
tidak berat sebelah atau seimbang®.

Ciri khas dari asas keseimbangan adalah:

1. Penyeimbangan kedudukan kreditur yang kuat sehingga kedudukan debitur dan
kreditur seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut perlunasan prestasi
melalui kekayaan debitur, namun juga memikul beban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik.

2. Dalam hal ini terdapat hak dan kewajiban, maka kedua-duanya harus
dilaksanakan dengan tidak berat sebelah atau seimbang.

Herlien Budiono menyebutkan tiga aspek dari asas keseimbangan, yaitu yang
dianggap sebagai faktor penguji dalam rangka menetapkan akibat-akibat yang
muncul apakah telah terjadi ketidakseimbangan. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai
berikut:>*

1. Perbuatan para pihak yang dapat memunculkan akibat hukum dikatakan

dimunculkan dalam dua kategori perbuatan yaitu pernyataan kehendak dan

*! Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (FH Ul: Pascasarjana,
2003), ha.l 1-2.

%2 Sjahdeini, opcit, hal.23
%% Spesanto Darmosoegondo, Falsafah Pancasila, (Bandung: Alumni, 1977) hal. 68.

> Herlien Budiono, Asas Kesimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (hukum Perjanjian
Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), (Bandung: citra Aditya Bakti, 2006), hal.335-338.
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kewenangan bertindak. Hal yang mempengaruhi perbuatan para pihak dalam hal
ini adalah ketidakcakapan bertindak, dimana termasuk didalamnya ancaman
(bedreiging), penipuan (bedrog), atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van
omstandigheden). Yang dimaksud penyalahgunaan keadaan adalah bila
seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena
keadaan atau kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan (kondisi kejiwaan yang
menyebabkan seseorang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang telah
dipertimbangkan dengan matang), atau dalam hal adanya ketergantungan psikis
atau praktikal lainnya, kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa, ternyata
telah tergerak untuk melakukan atau mendorong (atau melanjutkan) suatu
perbuatan hukum tertentu.
2. Isi Kontrak,

Bahwa kebebasan untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh undang-undang,
kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum®. Akibat bertentangan dengan hal-
hal tersebut akan menyebabkan perjanjian absah, batal demi hukum, atau dapat
dibatalkan. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan®®,
atau ketertiban umum, dikatakan dapat mengakibatkan keadaan menjadi tidak

seimbang.

> Ketertiban umum adalah kepatutan dan keadilan. Perjanjian yang disususn oleh para pihak
sebaiknya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan, karena jika kedua unsur tersebut tidak ada
dalam perjanjian, maka pengadilan dapat merubah isi perjanjian tersebut di luar apa yang secara tegas
telah diperjanjikan, Khairandy,op.cit.,hal. 295.

%6 Menurut J. Satrio, kesusilaan adalah istilah abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda di satu
daerah dishanding dengan daerah lain, dan disamping itu peniaian orang tentang kesusilaan berubah-
ubah menurut perkembangan zaman. Kesusilaan dapat bersifat terbatas yaitu jika ia merupakan
penerapan moral umum pada kalangan terbatas atau pada hubungan hukum tertentu. Sedangkan yang
lain mengatakan bahwa, mereka mau menerima kesusilaan dalam kalangan yang terbatas, asal tidak
bertentangan dengan kesusilaan umum. Yang mendukung pandangan yang terakhir mengatakan
bahwa lebih sulit bagi kita untuk menuntut hakim agar ia menerapkan norma moral, yang ia sendiri
tidak yakini, karena ia sendiri bukan datang dari kalangan, dalam mana norma moral itu berlaku dan
karenanya tak sesuai dengan kesadaran moralnya. J. Satrio, Hukum perikatan, Perikatan Yang Lahir
Dari Perjanjian Buku 11, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 109-110. Lihat juga Rosa Agustina,
Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hal.39. Kaedah kesusilaan
menurut Rosa Agustina, adalah norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan manusia diakui
sebagai norma hukum. Utrech, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, mendefinisikan kesusilaan
sebagai semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan
atau agama. Adapun moral berbeda dengan susila dalam hal, bahwa susila memandang kelakuan
manusia sebagai anggota masyarakat, apakah ia baik atau tidak, namun tidak mencapai batin manusia,
apakah baik atau tidak, karena disitulah moral mengambil peranannya.
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3. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati
Pelaksanaan kontrak harus dipenuhi oleh faktor-faktor itikad baik, kepatutan, dan
kelayakan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bahwa Herlien ternyata memasukkan
kembali asas-asas untuk sahnya suatu perjanjian sebagai faktor-faktor dalam
mengukur keadaan ketidakseimbangan. Asas-asas tersebut adalah:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dalam hal ini, faktor dari
KUHPerdata yang dapat dipersamakan dengan faktor-faktor yang telah Herlien
utarakan di atas adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Suatu sebab yang tidak terlarang, yaitu dalam hal ini tidak bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dapat dipersamakan
dengan Pasal 1337 KUHPerdata.

3. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, kepatutan dan kelayakan
(Pasal 1339 KUHPerdata).

Selain itu, seperti telah dijelaskan di atas, Herlien juga memasukkan adanya
unsur penyalahgunaan keadaan sebagai bagian dari faktor penguji apakah telah

terjadi keadaan ketidakseimbangan, yaitu ketidakcakapan bertindak para pihak.

2.5.3. Pemahaman Makna Asas Keseimbangan

Pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa
sarjana, antara lain: Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir
Melati Hatta, serta Ahmadi Miru, secara umum memberi makna asas keseimbangan
sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak®’. Oleh karena itu, dalam
hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi
kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran
tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang
menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam
kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam

perspektif perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para

*" Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak komersial,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 79.
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pihak. Hubungan konsumen-produsen diasumsikan hubungan yang subordinat,
sehingga konsumen berada pada posisi lemah dalam proses pembentukan kehendak
kontraktualnya. Hubungan subordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen
serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam
hubungan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, konsumen perlu diberdayakan dan
diseimbangkan posisi tawarnya. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang
bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala
posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang.
Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para
pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya
dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara
(pemerintah) sangat kuat.

Contoh yang dapat dicermati sehubungan dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi undang-
undang tersebut sangat kuat nuansa campur tangan negara dalam menyeimbangkan
posisi para pihak (konsumen-produsen pelaku usaha). Upaya menyeimbangkan
posisi para pihak (konsumen-produsen pelaku usaha) tegas dinyatakan dalam
penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa. “Di sisi lain, kondisi dan fenomena
tersebut di atas dapat mengakibatkan ‘kedudukan pelaku usaha dan konsumen
menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah’. Konsumen
menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh
pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar
yang merugikan konsumen™>®,

Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar
para pihak, sebgaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal tersebut mengatur pencantuman

klausula baku yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan

%8 Periksa Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
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konsumen, bahkan di dalamnya memberi sanksi kebatalan terhadap kontrak

konsumen yang bersangkutan, sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.
b.

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan /atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya

sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan

undang-undang ini.
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Beranjak dari rumusan Pasal 18 di atas, pada dasarnya asas keseimbangan
mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak.
Namun unsur kebebasan kehendak para pihak, khususnya bagi konsumen, baik
dalam proses pembentukan kehendak maupun pelaksanaan kontrak dianggap lemah
sehingga diberdayakan melalui “norma larangan”. Dengan semikian, daya kerja asas
keseimbangan disini mempunyai makna “imperative” yang memaksa salah satu
pihak (pelaku usaha) untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai keseimbangan hak
dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat disimak dari substansi Pasal 62 (1) yang

menyatakan:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Substansi pengaturan pasal tersebut di atas sejalan dengan pemikiran bahwa
dalam kontrak yang bersifat timbal balik, posisi para pihak (hak kehendak-wilsrecht)
diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu,
apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus
ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan
dibuatnya kontrak/perjanjian itu. Interpretasi terhadap penggunaan istilah
keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan tersebut, ialah:

a. Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam
hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.

b. Kedua, kesamaaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual
seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan
hasil akhir pembagian tersebut.

c. Ketiga, keseimbangan seolah sekadar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.

d. Keempat, intervensi Negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar
terwujud keseimbangan posisi para pihak.

e. Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada

syarat dan kondisi yang sama (ceteris paribus).
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Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik
perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan maupun
perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau
akta otentik dapat berperan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur
dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Notaris dituntut berperan aktif guna
memeriksa segala aspek hukum guna kepentingan kreditur dan debitur. Perlindungan
terhadap bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tertuju pada ketentuan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan
antara bank dan nasabahnya, hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah
dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah
tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam hal pelepasan kredit, peran notaris
dengan kedudukannya yang mandiri dan tidak memihak sangat diperlukan, bank
hendaknya meminta legal opinion dari notaris terhadap bentuk perjanjian kredit yang
akan ditetapkan oleh bank, sehingga notaris dapat berperan sebagai salah satu unsur

filterisasi suatu pelepasan kredit.

2.6. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Menghadapi Permasalahan

hukum Perjanjian Kredit di Dalam Praktek
2.6.1. Peran Notaris Dalam Penegakan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan
atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan
ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998, bank
tanpa alasan apa pun juga wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut.

Bank dalam memberikan kredit perlu diawasi secara ketat, mengingat hal
tersebut merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan
dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan
usaha yang dilakukan bank. Karena dana yang disalurkan bank berupa kredit
merupakan dana masyarakat, baik masyarakat penyimpan uang atau uang negara.
Hal tersebut juga mengingat peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan
ekonomi secara makro, maka bank perlu menjaga kesehatannya terutama dalam
menyalurkan kredit. Terkadang godaan sangat besar sekali dalam menyalurkan

kredit, yang menyebabkan membengkaknya kredit macet dalam bank.
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Mengapa undang-undang, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan
tentang prinsip-prinsip perkreditan di Indonesia sudah sedemikian rupa dibuat oleh
para ahli hukum. Tetapi, dalam kenyataannya masih ada kecenderungan timbul
masalah kredit macet, jaminan bermasalah, meski sudah ada pelatihan dan kursus-
kursus. Jawabannya, pegawai bank juga manusia. Di satu sisi pimpinan menargetkan
realisasi kredit kepada masyarakat, yang mengandung risiko, bahkan sanksi jika
target tak tercapai. Di sisi lain, ada bonus bagi pegawai berprestasi.

Untuk mencegah adanya kredit-kredit bermasalah, sebaiknya perlu dipikirkan
formula apa yang dapat melindungi bank. Selain bank aman, kredit tercapai sesuai
target. Di sinilah perlunya kepiawaian dan kehati-hatian agar tidak salah dalam
menentukan antara pencapaian target dan risiko melanggar aturan.

Dalam penegakan prinsip kehati-hatian notaris dituntut untuk selalu hati-hati
dalam melaksanakan pekerjaan dari pihak bank. Namun, tugas notaris harus
didukung oleh bank agar tidak ada kecenderungan bank hanya memikirkan
pencapaian target atau kecenderungan berlindung di cover note notaris®. Hal-hal
inilah yang perlu disikapi secara cerdas oleh pejabat bank, sehingga bawahannya
tidak bekerja gegabah, dengan ilmu "serudak-seruduk".

Meski notaris harus meneliti dengan hati-hati, tetapi berlindung kepada cover
note notaris tidak bisa dibenarkan. Dan, seharusnya tidak diperkenankan intervensi
dari pegawai bank yang menangani kredit dalam tugas-tugas notaris. Jangan sampai
notaris harus mengeluarkan cover note segera pada hari penandatanganan, tanpa
diberi kesempatan untuk meneliti kembali data-data yang diserahkan debitur. Bank
tidak boleh hanya menuntut pencapaian target, tanpa mendukung notaris untuk teliti.
Bank harus menegakkan prinsip kehati-hatian, mengingat beberapa bank
menggunakan notaris sebagai syarat mencairkan kredit kepada debitor.

Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar
apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang

disalurkan dalam bentuk kredit merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam

 Cover Note (Surat Pernyataan) notaris merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para
notaris yang berisi suatu pernyataan atau keterangan notaris yang menyebutkan atau menguraikan
bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk akta-akta tertentu telah dilakukan
dihadapan notaris.
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bentuk tabungan, deposito dan lain-lain. Perbaikan dalam sistem penilaian pegawai
bank dapat membantu mengatasi timbulnya kredit macet dan kredit bermasalah,
pencapaian target tidak berdampak pada penilaian kinerja pegawai bank. Pegawai
bank yang menangani kredit harus dibekali juga masalah hukum, sehingga tidak ada
penekanan terhadap notaris maupun pihak-pihak yang terkait dalam pemberian
kredit.

Mengkaji tentang penegakan dan pembangunan hukum, persoalannya tidak
terlepas dari beroperasinya 3 (tiga) komponen sistem hukum (legal system),
sebagaimana yang dikatakan Lawrence M. Friedman, yakni struktur, substansi, dan
kultur. Kultur memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Penegakan
hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat
yang patuh pada hukum.

Menjalankan aturan sesuai rel yang ada tidaklah sulit. Walaupun peraturan
dan undang-undang sudah ada, namun jika dalam proses penegakannya terdapat
unsur budaya tergesa-gesa, maka tidak akan efektif. Hal-hal semacam itu yang
menyebabkan masalah kredit menjadi kedodoran. Pelaksana perkreditan di lapangan
kerap risau, bahkan putus asa terhadap pencapaian target, sehingga cenderung
membangun budaya tergesa-gesa.

Kedudukan notaris sendiri dapat mengalami potensi konflik dengan bank,
apabila dalam menjalankan jabatannya tidak menuruti kemauan pihak bank yang
menangani kredit. Notaris harus berani memutuskan "take it or leave it". Peran
notaris harus patuh pada peraturan jabatan notaris, bekerja selalu dalam koridor
hukum. Tidak diperkenankan adanya prinsip keuntungan semata-mata.

Namun demikian, perlu ada kesepakatan antara notaris bank agar ada
keseragaman dalam melayani bank. Seragam standar tarif, seragam persyaratan akad
kredit, seragam visi dan misi menangani akad kredit, seragam menegakkan aturan,

seragam tidak bersedia ditekan dalam keadaan apa pun.

2.6.2. Prinsip Kehati-Hatian Menghadapi Permasalahan Hukum Dalam
Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit atau disebut juga “PK” dibuat dan ditandatangani oleh

kreditur yang memberikan fasilitas kredit dan debitur yang menerima fasilitas kredit.
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Dalam praktek sebelum perjanjian kredit ditandatangani, bank menerima surat
permohonan dari (calon) debitur yang apabila disetujui oleh bank maka bank akan
menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atau disebut juga Offering
Letter atau Term Sheet. Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang diberikan kepada
(calon) debitur memuat syarat/ketentuan yang diminta bank berupa syarat komersial
maupun syarat yuridis. Setelah disetujui oleh calon debitur dengan menandatangani
Surat Persetujuan Pemberian Kredit, maka Surat Persetujuan Pemberian Kredit akan
diserahkan kepada Notaris untuk mempersiapkan Perjanjian Kredit-nya.

Notaris dalam mempersiapkan perjanjian kredit akan mengacu pada surat
persetujuan pemberian kredit yang harus diakui, kadang-kadang hanya mengatur hal-
hal pokok saja, sedangkan ketentuan lain yang belum diatur harus dipikirkan sendiri
oleh notaris. Tidak jarang terjadi, ketentuan dalam surat persetujuan pemberian
kredit harus dimintakan klarifikasi kepada kreditur dan debitur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris dalam membuat akta perjanjian
kredit perbankan serta beberapa permasalahan hukum dalam praktek pada perjanjian
kredit:®
l. KOMPARISI

Kreditur atau Debitur adalah suatu Perseroan Terbatas.

1. Bila kreditur dan debitur adalah suatu perseroan terbatas, notaris harus
melihat anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya (bila ada),
termasuk SK Pengesahan, SK persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM
RI dan juga Akta terakhir tentang pengangkatan Direksi dan Komisaris.
Walaupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang berlaku tanggal 16 Agustus 2007, dalam praktek masih
terdapat anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat Kketentuan yang
bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, sebagai contoh tentang

kewenangan Direksi untuk meminjam uang yang dibatasi dengan

% |mas Fatimah, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Praktek Berkenaan Dengan
Perjanjian Kredit, Dokumentasi Notaris/PPAT Herman Adriansyah.
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persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya seorang
anggota Komisaris.

Pasal 108 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan
bahwa anggota Dewan Komisaris merupakan Majelis dan setiap anggota
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris. Oleh karenanya notaris yang membuat
perjanjian Kkredit tersebut tetap harus meminta persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan tidak cukup bila
persetujuan diberikan oleh hanya seorang Komisaris, seperti ditetapkan
dalam Anggaran Dasar tersebut.

. Surat Kuasa dari Direksi Bank yang dibuat dibawah tangan.

Bank minta agar kuasa tersebut tidak dilekatkan pada minuta akta
mengingat kuasa akan terus menerus dipergunakan oleh bank tersebut.

Yang harus dilakukan oleh notaris adalah meminta agar bank tersebut
membuat surat kuasa secara notarial agar dapat dipergunakan berulang kali
karena apabila kuasa dibuat dibawah tangan maka konsekuensinya kuasa
tersebut harus dilekatkan pada minuta.

. Efektifnya Pengangkatan Direksi dan Komisaris.

Masih ada bank yang menganggap bahwa Direksi dan Dewan Komisaris
baru efektif pengangkatannya bila telah ada tanda terima pemberitahuan
yang dikeluarkan oleh Menhunkam RI, hal ini tidak benar karena
pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan terbatas berlaku sejak
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan bila RUPS
tidak menyebutkan tanggal pengangkatan maka Direksi dan Komisaris
diangkat sejak RUPS itu terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 pengangkatan dan pemberhentian Direksi wajib diberitahukan
dalam waktu 30 hari setelah RUPS, namun pemberitahuan bukanlah
merupakan syarat efektifnya pengangkatan dari seorang Direksi atau
komisaris.

. Agen Jaminan Yang Ditunjuk oleh para Kreditur Sindikasi.

Pada kredit sindikasi dikenal adanya istilah agen fasilitas dan agen jaminan,

agen jaminan berfungsi untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan
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dengan barang jaminan antara lain melakukan administrasi, menandatangani
dokumen jaminan, menyimpan dokumen jaminan dan melakukan eksekusi
atas jaminan. Agen jaminan pada saat menandatangani dokumen jaminan
akan bertindak berdasarkan kuasa dari para kreditur peserta sindikasi.

Dalam praktek ada bank yang tidak menghendaki disebutkannya nama dari
para kreditur sindikasi didalam komparisi sehingga didalam sertifikat
fidusia atau dalam sertifikat hak tanggungan hanya akan tercantum nama
agen jaminan. Permintaan bank tersebut didasarkan kepada alasan bahwa
para kreditur sindikasi dari waktu ke waktu dapat mengalihkan piutangnya
kepada para kreditur lain, sehingga bila menyebut nama-nama kreditur
sindikasi pada sertifikat hak tanggungan, hal tersebut akan menyulitkan
karena harus selalu dilakukan perubahan nama-nama kreditur dan
menimbulkan biaya.

Beberapa pendapat menyatakan tidak dicantumkannya nama-nama para
kreditur dalam komparisi masih dapat diterima, mengingat fungsi agen
jaminan jelas mewakili para kreditur sebagaimana ditetapkan dalam akta
perjanjian kredit sindikasi maupun dalam akta pembagian hasil jaminan.
Namun, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak
diharapkan, tetap dianjurkan dalam komparisi agar menyebutkan agen
jaminan bertindak untuk dan atas nama para kreditur (dengan menyebutkan

nama-nama para kreditur).

JUMLAH FASILITAS

Jumlah Fasilitas dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun mata uang
lain misalnya USD.

Dalam hal fasilitas kredit diberikan dalam 2 (dua) mata uang yang berbeda,
yang harus diperhatikan :

(i) Bunga dalam fasilitas rupiah dalam ditetapkan fix 12 % pertahun atau
floating. Yang dimaksud floating adalah bunga mengambang yang
ratenya mengikuti kondisi pasar dan tergantung dari bank yang
bersangkutan apakah mereka berpatokan pada SBI 1 bulanan atau time

deposit 1 bulanan (sebagai base rate dari bank) + ....%, sehingga
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apabila baserate tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, bunga
yang dibebankan kepada debitur juga akan mengalami kenaikan atau
penurunan.

(if) Bunga dalam fasilitas USD ditetapkan fix 6 % per tahun atau bunga
adalah Libor/Sibor +...%. Berarti bunga yang berlaku untuk Libor/Sibor
yang berlaku 1 bulan atau 3 bulan misalnya bunga Libor/Sibor 4 % +
sprite bank 3 % maka bunga diberlakukan adalah 7 %.

(iii) Untuk fasilitas USD juga harus ditambahkan ketentuan hak Bank untuk
apabila terjadi penurunan kurs nilai rupiah sampai batas tertentu,
misalnya Rp. 14.000.-per USD, untuk mengkonversi fasilitas tersebut

dalam rupiah.

ASET YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Salah satu akibat dari tidak dilunasinya kredit oleh debitur kepada bank, bank
dapat melakukan pengambilalihan asset yang dijaminkan atau melakukan
eksekusi. Berdasarkan undang-undang perbankan bank dapat melakukan
pengambilalihan asset untuk sementara (1 tahun dan maksimum sampai dengan
5 tahun) dan untuk selanjutnya harus dijual kepada pihak ketiga dan bukan
untuk dimiliki. Akta yang dibuat adalah perjanjian pengikatan jual beli atas
asset yang diambil alih dari debitur (karena pengambilalihan hanya bersifat
sementara). Ketika bank telah memperoleh pembeli (investor) PPAT dapat
membuat akta jual beli berdasarkan kuasa yang diberikan debitur kepada bank,
permasalahan timbul karena ada kemungkinan badan pertanahan nasional tidak
bersedia untuk melakukan balik nama kepada pembeli (investor) karena
berpendapat bahwa jual beli berdasarkan PPJB hanya dimungkinkan terhadap
bank dan bukan kepada pihak ketiga. Sebagai notaris wajib untuk menjelaskan
kepada badan pertanahan nasional tentang adanya peraturan menganai asset
yang diambil alih (AYDA) hanyalah bersifat sementara dan bank tidak

diperkenankan untuk membeli secara tetap.
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IV. POSITIVE COVENANT (HAL-HAL YANG WAIJIB DILAKUKAN) DAN
NEGATIVE COVENANT (HAL-HAL YANG DILARANG)
Dalam praktek tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan negosiasi antara
kreditur dan debitur, ketentuan-ketentuan yang semula ditetapkan dalam hal-
hal yang dilarang berubah dan masuk menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib

dilakukan (ketentuan negative covenant berubah menjadi positive covenant).

V. CLUB DEAL

Club Deal terjadi dalam hal :

A. 2 (dua) bank membiayai proyek yang sama kepada satu debitur.

B. Perjanjian kredit ditandatangani dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh

masing-masing bank.

C. Proyek yang dibiayai menjadi jaminan hutang dari kedua bank tersebut.

Akta yang harus dibuat adalah :

1. Perjanjian kredit dari masing-masing bank

2.SKMHT (yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan hak tanggungan bila
jaminan adalah berupa barang tidak bergerak, jaminan diberikan untuk
menjamin hutang A dan hutang B)

3. Akta perjanjian pembagian hasil jaminan yang pada pokoknya mengatur
bahwa apabila terjadi kejadian kelalaian maka hasil eksekusi jaminan akan
dibagikan kepada bank A dan bank B secara paripassu.

Dalam perjanjian kredit bank A harus dimuat :
()] Barang jaminan adalah untuk menjamin hutang debitur kepada bank
A maupun kepada bank B (Cross Corateral)
(1)  Kelalaian adalah antara lain bila debitur lalai melakukan
kewajibannya kepada bank A dan bank B (Cross Default)
Dalam perjanjian kredit bank B harus dimuat :
()] Barang jaminan adalah untuk menjamin hutang debitur kepada bank B
maupun kepada bank A (Cross Corateral)
(1)  Kelalaian adalah antara lain bila debitur lalai melakukan

kewajibannya kepada bank B dan bank A (Cross Default)
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Dalam hal bank A telah memberikan fasilitas kredit kepada debitur lebih awal

dari bank B, dan bank A telah menandatangani perjanjian kredit serta

manandatangani hak tanggungan atas jaminan yang diberikan kreditur, maka

bank B yang memberikan fasilitas kredit berikutnya kepada debitur harus

menyiapkan akta-akta sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit antara bank B dan debitur yang memuat antara lain memuat
ketentuan cross collateral dan cross default

2. SKMHT atas jaminan yang diberikan debitur baik untuk menjamin hutang
kepada bank A maupun bank B (dimana sebelumnya hak tanggungan yang
menjadi jaminan kepada bank A dimintakan roya kepada BPN)

3. Perjanjian pembagian hasil jaminan

KEDUDUKAN HUKUM (DOMISILI)

Domisili hukum ditetapkan oleh para pihak ditempat pada kantor panitera
pengadilan negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank
yang memberi kredit. Namun demikian untuk memenuhi keperluan bank
dikemudian hari dalam mengajukan gugatan di pengadilan lain dan untuk dapat
mengakomodasi adanya beberapa jaminan yang diberikan oleh debitur kepada
bank dilokasi yang berbeda-beda, maka perlu ditambahkan ketentuan mengenai
ditetapkannya domisili pada kantor pengadilan lain.

Di dalam perjanjian kredit misalnya dapat dicantumkan: Mengenai perjanjian
kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap dan secara hukum pada kantor pengadilan negeri yang
wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor bank yang memberi kredit yaitu
kantor pengadilan Jakarta Selatan. Dengan tidak mengurangi ketentuan
peraturan yang berlaku, bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum
terhadap debitur melalui pengadilan negeri lainnya yang berwenang di dalam

wilayah republik Indonesia.
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NEGATIF PLEDGE

Debitur A telah mendapat fasilitas kredit dari bank X, dimana dalam perjanjian

kredit disepakati oleh bank dan debitur A bahwa kredit yang diberikan tidak

dijamin dengan jaminan tertentu secara khusus, misalnya tidak dijamin dengan
jaminan Fidusia, Gadai ataupun hak tanggunngan.

Negatif pledge tidak berarti debitur dianggap tidak memberikan jaminan akan

tetapi debitur tetap memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal

1131 KUHPerdata yang berbunyi:” Segala kebendaan siberhutang baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru

yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala pengikatan”.

Di dalam pasal mengenai agunan ditambahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan berupa benda, pendapatan
atau aktiva lain dari debitur dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh
pihak lain manapun.

2. Seluruh kekayaan debitur, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi
jaminan atas semua hutang debitur kepada semua kreditur yang tidak
dijamin secara khusus atau tanpa hak preference.

3. Sehubungan dengan ayat 1 pasal ini, para pihak setuju untuk
memberlakukan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.

Pada pasal mengenai pernyataan dan jaminan ditambahkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Debitur menyatakan tidak akan membuat atau memberikan dengan hak-hak
jaminan dalam bentuk apapun, terhadap seluruh atau sebagian dari asset
milik debitur, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian
hari, kepada kreditur lain untuk menjamin hutang yang telah ada maupun
yang akan ada dikemudian hari, kecuali agunan yang telah ada dan telah
disetujui sebelum perjanjian kredit ini.

2. Debitur menyatakan bahwa seluruh kreditur mempunyai hak yang sama
terhadap kekayaan debitur (equal treatment), dengan tidak ada satupun
yang diistimewakan atau didahulukan dari yang lainnya, kecuali agunan

yang telah ada sebelum perjanjian kredit ini.
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VIIl. CHANNELING

IX.

Channeling adalah merupakan fasilitas kredit yang biasa diberikan oleh bank
kepada perusahaan finance misalnya untuk pembiayaan pemilikan kendaraan
bermotor.

Bank dan perusahaan finance tersebut akan membuat perjanjian kerjasama
dimana bank akan memberikan pinjaman kepada perusahaan finance dalam
suatu jumlah tertentu yang akan digunakan oleh perusahaan finance untuk
membiayai pembiayaan kepada debiturnya (un-user).

Perusahaan finance bertindak sebagai fasilisator dan servicing agent yang
mempunyai tugas :

- Melakukan pemasaran dan memberikan rekomendasi calon debitur (un-
user) kepada bank.

- Memeriksa kelengkapan dokumen kredit.

- Membantu bank dalam penyelesaian kredit seperti melakukan penagihan
dan eksekusi barang jaminan dengan cara antara lain menjual barang
jaminan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada bank.

- Perjanjian kredit antara un-user dapat ditandatangani oleh bank dan un-
user atau oleh perusahaan finance selaku kuasa dari bank dengan un-user.

Akta yang dibuat adalah :

1. Perjanjian kerjasama antara bank dan perusahaan finance.

2. Perjanjian kredit antara bank atau perusahaan finance yang bertindak

selaku kuasa dari bank dengan un-user.

JUAL BELI PIUTANG (ASSET PURCHASE)

Asset purchase merupakan fisilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada
(antara lain perusahaan finance), dengan cara perusahaan finance mengalihkan
piutang-piutang nasabahnya (un-user) kepada bank.

Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan finance dapat bersifat non-
revolving maupun revolving.

Akta yang dibuat adalah :

- Perjanjian jual beli piutang antara bank dan multi finance.
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Akta cessie (pengalihan tagihan) yang akan dilakukan pada saat
pengalihan piutang-piutang nasabah (un-user) kepada bank, piutang
beralih menjadi milik bank pada saat penandatangan cessie.
Akta perjanjian pengelolaan piutang yang memuat ketentuan-ketentuan
antara lain :
- Perusahaan finance ditunjuk oleh bank untuk mengelola dan
menatausahaan piutang yang diambil alih oleh bank.
- Perusahaan finance dalam mengelola piutang berkewajiban :
= Menerima, mengelola dan melakukan tagihan baik angsuran,
bunga dan biaya-biaya.
= Memberi somasi pada setiap un-user bila un-user lalai
membayar angsuran.
= Melakukan penarikan barang jaminan termasuk melaksanakan

eksekusi barang jaminan.

SINDIKASI

Sindikasi adalah merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur oleh

2 atau lebih kreditur secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit yang

disebut perjanjian kredit sindikasi.

Akta-akta yang dibuat dalam perjanjian sindikasi adalah :

A

Perjanjian kredit sindikasi.

B. Akta-akta yang berkaitan dengan jaminan.

%

Perjanjian pembagian bagi hasil jaminan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kredit sindikasi

terutama apabila peserta sindikasinya banyak :

A.
B.

Komparisi dari masing-masing kreditur termasuk kuasa-kuasa direksi.
Bagian premise yang menguraikan histori dari awal permohonan fasilitas
kredit pada satu kreditur sehingga terbentuknya sindikasi.

Definisi.

Porsi dari masing-masing para peserta sindikasi harus ditegaskan
kesanggupan masing-masing peserta sindikasi untuk memenuhi

keawjibannya.
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E. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan hukum yang memerlukan
persetujuan dari mayoritas kreditur dan ketentuan-ketentuan yang
mengatur perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan dari seluruh
kreditur peserta sindikasi.

F. Penunjukan dan ketentuan-ketentuan mengenai agen fasilitas dan agen
jaminan termasuk tugas-tugas dan kewajiban dari agen-agen tersebut.

G. Tata cara pengalihan piutang oleh kreditur sindikasi kepada pihak ketiga.
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BAB 3
PENUTUP

KESIMPULAN

Peran Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap professional,
terutama di dalam menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam
pembuatan akta perjanjian kredit. Asas keseimbangan memberi makna sebagai
keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Tujuan dari asas keseimbangan
adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang dalam
menentukan hak dan kewajibannya. Notaris selaku pejabat umum yang
mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak baik kepada kreditur maupun
debitur dapat berperan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan
kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga notaris berperan
sebagai salah satu unsur filterisasi suatu pelepasan kredit. Dalam hal terjadi
ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak

diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah).

Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk
memperhatikan dokumen-dokumen dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang
berhubungan dengan akta yang dibuatnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian
bagi para pihak yang membuat akta tersebut. Peran notaris dalam menjalankan
ketentuan-ketentuan secara konsisten mengakibatkan notaris dapat menjamin
terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum.
Kehati-hatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap,
penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Akan tetapi peran
langsung yang dapat dilakukan oleh notaris terbatas kepada perbuatan,

kesepakatan atau penetapan para pihak yang berkepentingan.
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3.2.  SARAN

1. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, Bank Indonesia sebagai
bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat
diharapkan mempunyai kepedulian. Perlu pengamatan yang baik untuk menjaga
suatu bentuk perlindungan konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan bank.
Disarankan agar ketentuan khusus tentang perundang-undangan yang mengatur
tentang perjanjian kredit dapat diundang-undangkan sebagai pedoman perjanjian
kredit bank bagi masyarakat Indonesia. Bank dapat mengikut sertakan notaris
sebagai pembuat akta perjanjian kredit bank dalam perundingan atau perubahan
klausula-klausula perjanjian kredit bank sehingga dapat terwujud keseimbangan
antara kepentingan debitur dan kreditur. Diharapkan agar peran notaris
dilibatkan lebih aktif dalam pembuatan kontrak baku pada akta perjanjian kredit
di bidang perbankan sehingga dapat meminimalisasikan penyalahgunaan

kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kuat terhadap yang lemah.

2. Di dalam praktek biasanya bank atau pemberi kredit telah menyediakan form
dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan yang kemudian diserahkan
kepada notaris untuk dibuatkan akta perjanjian kredit secara notariil. Dalam hal
demikian tindakan notaris disarankan sebaiknya bersikap hati-hati tidak hanya
mengambil alih saja klausula-klausula yang telah ditetapkan/dibakukan oleh
salah satu pihak tetapi hendaknya berperan aktif.

Contoh :

- Klausula : Bank sewaktu-waktu dapat menghentikan perjanjian sebelum
jatuh tempo tanpa pemberitahuan tertulis kepada debitur.
Seharusnya, dalam waktu...... hari harus memberitahukan secara tertulis
sebelumnya kepada debitur. Jadi terdapat klausula dalam waktu.....

- Klausula : Dalam hal jaminan dimana disebutkan, harus menyerahkan
sertipikat yang sudah dibalik nama kepada kreditur, seharusnya oleh
karena notaris yang mengurus balik nama, maka klausula tersebut

dihapus.
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PERJANJIAN KREDIT
No. 2werPIC/OmE07/08

Perjanjian Kredit {selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat oleh dan antara SPEPURAES. TR
R TN

berkedudukan di Jakarta melalui cabangnya di

TANGERANG (KREDITUR) dan SmmwialllY (DEBITUR)

Parjanjian ini dibuat dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut .

A. DATA DEBITUR

Nama : SV ONeV Pasangan = JNNGRING

Debitur Kawin

Alamai | JAREPUVEIRBNN R b o 1 5 :M

JELUPANG SERPONG M JELUPANG SERPONG
: W.008 TANGERANG RT 40 RW S TANGERANG
Sesuai dokumentasi sebagai berikut ;
r [Nomor  [ranggal Berakhir j
 /dentitas DEBITUR S el 120 Mei 2013 i
| Identitas isti CARMMORRRSTNG 12 Desember 2008 {
{ Kartu Keluarga B o s 2
[AktaNikah 1999 | R
B. PERINCIAN FASILITAS KREDIT

Jenis Fasilitas Kredit : Niaga Kredit Rumah

Tujuan Penggunaan

Besar Fasilitas Kredit ‘Rp. 330,000,000.00 ( tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
Jatuh Tempo Fasilitas Kredit 18 Juli 2014

:Pembelian Tanah dan Bangunan

111.00 % ( sebelas koma nol persen) / Per Tahun; Tetap

Bunga (%)

Peninjauan Sukubunga Pinjaman :setiap 12 bulan;

Sistem Perhitungan Bunga :Annuity In Afrears

Denda Keterlambatan :- 0.2 % ( nol koma dua puluh persen ) per han dari jumiah

angsuran yang tertunggak, minimal Rp. 50,000.00 ( lima
puluh ribu rupiah ).

Denda Pembayaran Dipercepat :- 3 % (tiga persen) dari juriah Hutang yang dibayar, jika .

C. BIAYA
Biaya Administrasi
Biaya Provisi

Biaya-Biaya lain

pembayaran dipercepat dilakukan kurang dari 2 tahun
sejek penandatanganan Perjanjian Kredit,

- 1 % (satu persen) dari jumizh Hutang yang dibayar, jika
pembayaran dipercepat dilakukan setelah pinjaman
mimimal betjalan 2 tahun sejak penandatanganan
Perjanjian Kredit

- 3 % (tiga persen) dari jumlah Hutang yang dibayar,
khusus untuk pinjaman yang menggunakan bunga fixed
selama periode diatas 1 tahun, tanpa memperhitungkan
lamanya fasilitas pinjaman berjalan

- Jumiah denda mana minimal Rp. 150,000,00

: Rp. 500,000.00 { lima ratus ribu rupiah)

. 1.00 % { satu koma no! ) dari Jumlah Fasilitas Kredit atau

minimal Rp. 3,300,000.00 { figa juta tiga ratus ribu rupiah}

:{1) Asuransi Kebakaran : Rp. 379,620.00 ( tiga ratus tujuh
puluh sembilan ribu enam ratus
dua puluh rupiah)

(2) Asuransi Jiwa Kredit : Rp. 2,521,200.00 ( dua juta lima

rahiig g nnlubk eati rilbne Ana retae
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D. PEMBAYARAN KEMBALI : ;

- Angsuran dibayar setiap tanggal 18 { delapan belas ) |

- Angsuran pertama sebesar Rp. 6.281.246 (enam juta dua ratus delapan puiuh satu ribu dua
ratus empat puluh enam rupiah ) pada tanggal 18 Agustus 2008.

- Angsuran ke-2 dan Angsuran selanjutnya wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR,
sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang di

tetapkan KREDITUR"

E. JAMINAN :

-Sebidang tanah diuraikan dalam SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN dengan luas tanah
120 meter persegi dan luas bangunan 68 meter persegi terletak di RERGETEEBN

E gV = IR tordaftar atas nama W .
saat ini sedang balik nama , berikut bangunan di atasnya (bila ada) dengan nilai penjaminan
sebesar Rp 371,473,040.00,

F. KUASA MENDEBET REKENING
DERITUR bersama ini member kuasa penuh pada KREDITUR khusus untuk_mendebet
rekening DEBITUR pade KRCDITUR, fermasuk namun tidak terbatas pada reA_tenmg nomor
S0P aesPh-dan rekening lainya berupa rekening giro, rekening deposito (hal mana
bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada KREDITUR khusus untuk mencairkan terle_bih
dahulu deposito tersebut} dan atau rekening lain berupa apapun, baik dalam mata uang Rupiah
maupun dalam mata uang lain, sejumiah Hutang dan menggunakan jumiah uang tersebut
untuk melunasi Hutang DEBITUR pada KREDITUR, sebagaimana di-definistkan pada
KSUPK Perorangan 2003, termasuk namun tidak terbatas, untuk pertama kalinya, dana
hasil reallsasi kredit ditransferidibayarkan pacda rekening Penjual.

G. PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kredit ini harus disampaikan

dengan facsimile atau surat tercalat yang tercepat yang dikirimkan kepada atamat-alamat
sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit.

DEBITUR

Alamat - R i oo S o R o TR TR,
Telpon/Facsimile - 021 -SHAARSe

KREDITUR

Alamat :PT.  Bank JApm Asnrudn

Telpon/Facsimile : (121-30000y

Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Ketentuan dan
Syarat Umum Pemberian Kredit yang dibuat oleh PT Bank Niaga Tbk pada tanggal 22 Oktobt_ar
2003 di Jakarta, untuk selanjutnya disimpan pada Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris
berkedudukan di Jakarta sesuai Akta van Depo No 25 yang dibuat di hadapan Notaris yang Sama
tertanggal 22 Oktober 2003 ("KSUPK Perorangan 2003 - Rev 007). DEBITUR dengan ini diberi
kuasa oieh KREDITUR untuk setiap waktu dan atas biaya sendiri untuk mendapatkan salinan
KSUPK Perorangan 2003 - Rev 00 pada Noteris fersebut.

R dengan ini menyatakan telah menerima copy salinan KSUPK Perorangan 2003 - Rev
00, flembaca dan mengerti isinya dan oleh karenanya selain ditentukan secara khusus dalam
Perjfinjian ini maka setiap istilah dan ketentuan daiam KSUPK Perorangan 2003 - Rev 00 berlaku
pulg bagi Perjanjian ini.

mikian setelah ketentuan -ketentuan ini dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh DEBITUR
n isinya telah dimengerti DEBITUR dan KREDITUR dengan penuh kesadaran dan tanggung
awab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun menandatangani Perjanjian ini
pada tanggal 18 Juli 2008 di Jakarta.

KREDITUR DEBITUR Menyetujui
PT BANK NIAGA Thk Vo

Q\ P
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PENDAFTARAN PERALIMAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA.

| Sebub perubahan .
Tanaual pendafiaran,
Ne. Daftar is:an

Nama yang herhak
dan
Pemegang hak lsin-lainaya

s maiﬁ WL

3

: Tmida tangan Kepala Kantcr

‘dain Cap Kantor
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. ". -r'f:rgn-ge-r-a—n-g-......_...... ._ e
O Tanah dan/ .

o6 D Eﬁﬂﬁ
| | Hak Tanggu"gan No ” fzcog

_ Penngkat [{Pertama;

Tangqa' 22/05;2009
Di. 208. No.
' D! 307 No.

PPAT. Wilayah Kabupaten Tadéerang:"

 TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTORFERTANAHAN [&5/ 64 J_‘UN 28!39

 pamNo SRR

| PTBANK CIMB NIAGA Tbk.
| Berkedudukan di Jakarta Selatan. | tang
_Apm No ﬁg:goag Tgl 1006/2009 | | o

An Kepaia Kantor Per—

N NIP 19580816 19830‘1 1003
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Jéis dan Nomor Hak, berda - benda lain,

ig s -
pembman Hak. Taaggnngan yang dlbmr.".
_ oleh dan dihadapai PPAT deugan tanggai
c!an 1‘0!1191‘ tersebuL dalamy e)

o+ 202 /208
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Sury Wiava, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN TANGERANG

jl. Raya Serpong Km.10 No.18E Tangerang 15310
Telp. 5397358, 53121288 Fax. 53121985

Akta © JUAL BRLI
Tanggal  :_18 juxt 2008
Nomor ;. 4B/ 2008

PTHAX PERTAMA/PEHIUAL : Tn. il SENEP

Qu. PRGN aRemR, berkedudukan di Tangerang

PIHAE KEDUA/PEMBELI  : Ky. il Nl
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No.. gl | KB
Lembdr PertamaiKeaun

 Podalacii, et taggal 18 -  (amee dalipativetey - )
- bulen —--&H--- tahur . 2008 {-ndurlhdmm-

)

‘hadir dihadapan saye sury YiJAVA, Sarjama Huscae
yang berdasarkan surat Kepuiusan Menteri Wegara fgraria/Kepsla Sdan

& Pertmalnn Nasional tanggal '25-09 15396  namor 10-XI-1996

diangkat/ditunjuk sebagm Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya -

. disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Remenn{ah Nomor 24

i e . Tabun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan dzerah ket2 sppuea
- Add wm pE -

Sesrt: Tingkat II

H '. -.*_,a_...h-

. Disabian. -

kvt Fen! el

denbedkantordi yy1z0 Raya Serpomg KN 10

Kecomatan /- _
‘ PR dengan dihadiri olch

'j’&{,‘l‘in;uranﬂ:

- .saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut padabaglan akhirakta ini ! e,
1. ~Tunn m Lahir di- Mam, pRd2 tanggal <=~

7 Mei 1972, darga Megars Mmﬂia, ‘Bividiur dari Fevaeraaa-
yang xkan dissbyt, berteapat timjeai di- htm-{a, Inian roem-
ST | Mosov 20-22, Rukan Tetanggs. nﬁl, Rukun Warga 007
Kelarshar Kelapd B:lémg Barat, i!-f.m:#m Kelaps Guling,

peaggang Xartu Tanda Pmunh sasor #9.510‘.0?%72_&325; —

o tntuk sewantara bersdn di Txngeranis = -

-Aenuryt keteranganmys dalaw hal ind Berbindak. dalas ——ia
jabatasnya torgsebut diwtas, dengen denikiss penghadap ~——-
sevakili Direksi davi dun oleh karens it uniuk dan atas -~
rnams sertn sih amakili Persercan Tertatas FY.GNEEENEOS -
MBI, berkeduduian di Fakarts, yang sngieran dasar dan-
yeﬂthnhm&ya telsh dm.mktn dalan Berita Hegm"a Repuhli& —
Indanes:x, RASIng-—MRIing ¢ : arts P
~tertanggsl 4 Juli 1995 Neaor 52, Tambabian Momor 5568 e
=tertanggal 14 Buret 2080 MNomor D1, Tasbaban Nosor 1314 dan-
_ —terhnggal 27 Gktober 2000 Nomor 86, Tambahan Namor 305,
susunar Biveksi dap Komisaris Perseroan teralhir sebagaigans
terpyata dari Akts Bérita Acara Pr.m'm
tertanggal 31 Eﬁe.her 2004 Komer 88y yang mmt dihn‘nptm-*

Holamay I dari 7
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ite untuk dan atas nm serts szh m.ki}.i Persayosn ———w——e-
Terbatas PENSRMSRR, berkedudvkan 21 Tangerang, s
7Mng anggaran dasarnya telah diususksn dalae Berita Negara -~——
Republik Indonesia tertanganl 10 Jumuari ﬂe& bioeor 3,
Tambahan nomor 35 dari anggarss dasar sana telah beberzga kaii-
dirdbah, pervbalan terakhir teizh diumuakar dalsa Berita Negara
- Repubiik Indonesin tertinggal 20 Pebruari 2001 sosor 1%, 5
inmbahan Wosgr 1157, sussnan Bireks| dan Kpsisaris Mﬂ-mnw
terakhir ssbugaimana ternyata dari akta Perita Acars —
tertangsal 15 dpril 2004 Nosor 67, yeny difwat dikadapan ~—-—
BUNTARID TIBRIS DARMAUA NE, Ber jany Huktm, Noaris di Iakarts.-
“Selaku P'onmi, lmtui taian juteys diubut e e
PIHAK Pﬁ'!‘ﬂh" -

| Ieyonys MMEEPVINSIS, Lobir 4 Blakseg, pue....x......._.. -
uwmummmm, e :
,‘ mewam.m
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5 = = b=, ra P

_ . ‘ saya kenal dan g lain diperkenalkan clebnya -
. _ kepada sayaPara penghadap diperkenalkan k saya oleh saksi pengenpl
Pe ja at muﬁt"‘ rapa-akan discbutian—pada-aldis ---- ; )
7 G, S s ko b
-ﬂi!-'pahlllh . T . .
v Pihak Periama. n{enerangkan dongan imi memjual kepada Pibak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -
e  HakMillsHak-Gune-Ussha/Hak Ghitta Bangunan/Halk-Ralei :
- Nomer - PEI/PONDDK TAGUNG afis'scbidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat UkuﬂSnmbar-Sﬁuasx tanggal 124 B ber 2067
MNomor - ____ J‘;“““ seluas o -~ m (wr_____.
; ' : " erereee daizpRipuluh 1488 —seeemes SIEER ferseg) dengan
%ﬂ?"""" Jagung/ Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) “
i A ) . bt
m;‘ i | - phaiingi Siar, i e ..., R aRal-Palkcai-
atss sebagian tanah Hak Milik /Hsk . Guna Usaha/Hak . Guna  Ban
Hak Pakai Nomor : i '
e o asrrinee - v ~Nomor-Identifikasi-Bidang Tepah (-NIB-}. - ==
- yaitu seluas kurang lebih m® (.
- ' “meter_persegi ), dengan batas-batas
2z Bisahhan.

retdr persegl), dopgan Datas-batas | —eeeee ceome o

Kalcwpx 2} dari 7

ez .__—-m-a—m-—-l
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' Nomor < " yang dilampixkén paﬁ.a akta i, —-

berdasarkan alat-alat bukti berupa : : ok S W

7 Disahkan.
. tedetak di - : s X
- -Propinsi o  BONTEN: ~ , ____ . :
e 'Kﬂb"PﬂWKm C TANGERMME) wmmmem et
- - Kecamaman ' SERPONG UTARA oot
- - DPesaKelurshan CPONBIK JADUMG§ —emmsmims ST
. Jusl beli-ini- meHputi-pria - “ -
- ~ ~Sebush bangunah’ rumeh berilut turutsnays, dibangun dengan <<

. surat ljia Mendirikan Baagunan yarg dikelumrken cleh Buppti —-
Tangerang, tertanggal 31 Jasuari 2006 ncaor SQRmiFE9-DBP/2008, -

setespat dikenal &Sfbagii Periuanhan m ————

PPN Nosor

selanjutnys semma yang diurakan di atas dalam akta ini di'é.ebur. "Obyek Jual
Beli". -

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan batwa :

a- Jual beli ini dilaknkan dengan harge _

ap 199.620.800,- {seratus smxlan:mluh seabilan ;uta ——
enasratus duapulvh ribu dalapsnratius ~cw—w

R

{‘uplar‘i } A s A .t . St PR s -

b. Pihak Pertamz menguku telah megerima sepenuhnys uang terscbul di atas
dari PLhak _kedoa den untuk pmcrﬂnaan uang fersebut akta ini berlaku

o o TmIt

cni i ulag; gg;tandapancnmaanyangsah(h“fﬂn“)

Hokmuar & dari 7
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7 _
wows Pagal 3 oo
"Jika pendaftaran ~
peralihan hakaya -
ditelal ok
instansi Badan ~--

——rr———

Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : —

—mwmeeeee— - Pagal 1 -
Mulai hari ini obyck jual beli yang diursikan dalam akta ini- telah menjadi
milik Pihek Kedua dan karenanya segaln keuntungan yang di dapat dar,
dan scgala kerugian/beban atas obyek jual beki temcbut diatas menjadi
hak/beban Pihak Kedua. =

Pagzl 2 --

Pertanahan ~—

Masional, makz
 jusk belf ini -=--
dianggap tidak —
pernph di ~—r———"
langsungkan. e
Talan hal desikian
sakn. pihak periama
dengan ini sesheri
kunsa penuh kepada
sara tidsk dapst -
ditarik Xembali --
-dan $idak akan ——
berakhir harena —

sebab-—sebab dan ~-

duar—daur yang—
swlurut hukus atan
hebiamn e e b

sengakhiri susty -

uk )
kuses, uatuk dan-- oo mienurat kotentuan porundang-undangan yang berlaky, sebagaimana

ates nasm Rihak —-
pertasa sengalih ~
ksn obrjek jual —-
" peii tersehut —-
wopadz pitmk lain,
dengan dibebaskan-
dari pertanggung -
Javaban sebagai ~——
kuspon dan jiks —
ada pealizyaran, -
sepenuhnyz menjyadi

 Diemhicat.

DB Fediniit| akia Tanah dari segals tantutan hekus.

'Mengenm-jual-beh ini teleh diperoleh izin pemindahan '

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek Jual beli tcrsebut di atas tidak
tersangkut dalam  suatu sengketa, bebas dari smum, tidak terikat seba.ga; |
jaminan’ urituk sesuam utang - yang tidak- tercatat dalam sertipikat, dan
bebas dari beban-beban lainnys yang berupa apapun.

- Prcald

Nomor

e ——— Pasal 4 ——-—
PIhak Kedua dcngan ini mcnyatakm bahwa dcngan jual beli ini
kcpemlllkan tanahnys tidak ~melebihi ketentuan maksimum penguasaan

tercantum dolam pemyataannya tanggal hari ini.

et Pasal 5 : stem
Dalam hal terdapat perbedaan luas- tanah yang memjadi obyek jual . beli
dalam akta ini- dengen hasil pengukuran oleh- instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka .paﬁ pihak akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Nasional tersebul dengan -tidak memperhitungkan

_Eemﬁali hargn jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

— Pagal &

Penjual dengmn ini senjakin kepatn pesbeli bahwa identitys-

‘penjual adaish benar adanys dan penjudl berwansng Bhtuk .~~~

avlakuksh tindakan hukus penjuilzn dan jika di kemudian ~—-

hari et teresbut tidsk bennr saii sesuanyd ity senjadi ——

tarrgg;m jawad penjuzl dan sswbebigian pesheli dari Pejabat

Irtamer § dari T
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T 2 Bisshkan.

i

—r— —

Pasal 7
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibamya memilih tcmpat
Kediaman hukum yang uwmum dan tidak berubsh pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri  Tangerang di Ymgwq» i

Pasal 3

Biaya pembuatan akta ini, ‘uang. saksi dan segala b:aya pcmhhan hak imi
di bayaroleh Pifak Kedun/Posbeli.

_merferangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan

Demnikianish skta ini dibuat dihadapan para pihak dan : — S W

~Tunn PURNAMASIBY dan Nvonya JURSERAM, kesdus-duznyz -@'egauai -
fantor Wotaris dan PPAT, bertespat tinggnl di Tangerang.——-

Holesaan & dari 7
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xe

-Asli ekts ini telsh ditemdatangani secukupnya.

sepagal saksi-sekst, dan Getelah dibacakan serta dijelaskan, maka sehagai
bukti kebenarsn pemmyatasn yaug dikcmukaken oloh pibak Pertama dan Pibek
Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kodua, para saksi dan saya, PPAT, schanyak 2 (dua) rangkep
asli, yaitu 1 (satn) rangkap lembar pertama. disimpan di kantor -sayd, daf !
[sam)rangkaplembarkedmdlsampalkankcpadaKq)athmernahan

Kabupaten/Kota Tafigerang,
untuk kcpcrluanpendaﬂarm pcra]ihan hak akibat_]ual bch dalam akta ini.

* Pihak Pertama . PihakKedua

~ttd= : - ' ~ttd=

Bq. PT. VIR, .............. # 3 l;rmm

Persetujuan
Saksi s ow Saksi.
| wttde ) ’ -ttd—
soremeerse PUTRNAMAST BT i WP FEBAEDAN. -

- 'Pejabat Pembuat Akta Tanah

,—-'*ttd'

;ﬂ'...m_._r_w—:‘.:‘:;_j-"-:?'-:gmv_tn‘mw;"ﬁ!:“"

Hadvmor 7 dori 7
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Sury Wijava, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN TANGERANG

J1. Raya Serpong Km.10 No.18E Tangerang 15310
Telp. 5397358, 53121288 Fax. 53121985

Akta : JUAL BELI

Tanggal  : 18 JULT 2008
Nomor ./ 2008

PTHAK PERTAMA/FENIUAL : JAPENGSERNgC,
| AN e rcoduduken di Mg,

PIHAK KEDUA/PERBELI  : S0l

‘__%&Wanganti,FHUI,mﬂ




e B : - AKTA JUAL BELI , Ry

‘No.: 59 ! 2008
' Lembdr Periama/Kedvia

, . Pedaburiini.  gugugr  tngeal 18 (. galepemperas e )

. - "hadir dihadapen saya sutv UITAYA, Sar jana ks —
Fa . yang berdasarkanmxratKeputusan l'umteri Hagan Agrnnail(epaln ‘Badan

- . = pevtsnahan basfosal  tanggal 25-09-199 - nomor 10-X1-1996
- dlangkat!dltmuuk sebagal Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya

. _dlscbut PPAT, yang dimaksud dglam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
* Tahnn 1997 tentang Pendafiaran 'I‘aﬁah dengan dacrah kerja SREUR ~en—e=

_/ di l:dulg —r—— o
3 yu,.m;fgﬁ'.‘f_ii Mecawtan 7 dan berkantor &i 3alun Reye Serpong KM.10 ———--
< Digahkan. - - NoWdY 18~E; T A R g R T R W gy — dengan dihaditi ofeh

» saksi-saksi yang saya kena! dan akan disebut padq bagiau akhir akta ini: ...

“ Lo =Tasmiy m Lahii di Fakavrta, pada, tanggal. =~
-7 Mmi 1972, ihrqn Negera Indoneaift, Direktur dari F'crﬁerom*

. yang wkap aisehut, hertempak tinggwl di Jakartd, Ialan -
Kintasani ¥ Komar 20-22, Rukan Tetn:nqql 001, Rukun #arga GO7
l(elunhm Kelaps Bading Barat, Xecatatun Kelage Gading, -——
" pusoqang Xartu Tanda Penduduk nosor W
~Uatuk sementars berads di Tangerang}
sMeaurut heterangancyn dalas hal ini bertindak dajism —~>—-eer
.-jnhaunuya tersebut diatus, dengun dtuikim penghadsp ~——-—-
asvakili Direkosi dari dan oleh karena fte untuk dan atas ~—
azes serty sah mevakili Ferseromn Terbatas M- .

perkodudikan 0i Jakarts, yang anggaran dasar dan-
perubatmnnys telnh tiiususken dalam Beriis Megara Repubiih —

© Indonesix, awsing-esgiog

| —tertanggal 8 Juli. 1993 Noeor 53, "Tambahan Nowor m;*---—-
~tartanggsl.14 Rarat 2000 MNomor 21, Tasbahan Womor 1314 dan—

 ~tertanggal 27 idktooer 2000 Noaor 036, Tasbahan Nokur F05,———

. " susunss Direksi dap Kosisaris Perseroan terakbir sebagaissnz

o .. ternyats dari fkta Berita Acara il
T : ' tertanggrl 31 Desasher 2004 Noaor.. &b, yang d:buﬂ d:.hadapan-
- Hyonya FAJRA RIZCL WASUTIEN, Bar jana Hatk um, mmris df -

T Bekagia
~Perseraza mg divatilinys t:erse&ut Eg}n‘h&i ini bertindak:

Ib_t?d:sarhn kuasa, tersuat dalxe Akte IBurat Kuasa tevtanggal

T g :

FHaloman ) dorl 7
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vt

22 Deseeber 2005 nomor 314, yang dibyat dihadapwn saya, ——we—--
. fajabat colaky Motaris, selaku kumes dari dan olely kKareaa ~sw--
ity untuk dan atas nasa serts sahy eewakili Perserean 7
Terbatas PT.NUR AKBAR, barkedudwan di Tangerany;
yany phggaran dasarnya telsh dlueseian dalan Bérita Magara ~——-
Republik Indonesix btertanggal 10 Jasgari 19585 Wosor 3,
Tasbalian aomor 35 dari sngquran Jasny emna telah beherapa kali-
dirubsh, perubshan terakhir telan diusushins dalas Berita Megara
Republik Indonesia tertanggal 20 Pebvuari 2001 Nomor 15, ——w--
Tushahan Nomor 1157, susunan Direksi gan Komisurir Perseroan---
terakhir sebagaimana ternyats davi ak¥a Bovits Acarp —e——-eees
tertanggrl £5 qwil 2004 Nomor 67, yang dibuat dihadepsn 3
PUWNTARID TIGRTS DARNAMA NB, Barjana Mukue, Notaris di Takarem. -

‘whalaky Penjuni, untul salmnjutnyn disebut -~ S
: PIHAK FPERTAMAY-

mmm i dintong, poeds tanggel wweme
12 Dasvaber 1971, Worgs Nagars Tudenonls, Iuseth; e——ccrmmmes
qummmm.
Rukun Detakges OG2, Dulsih “arge 009, Kalurabos Pemdck Jegwag,~
mmmsm,mmwmm

ST IO - b s
'--——-—mmn.m«wwmmtm
A_memﬂﬁ
2

Hokuoor 2 dari 7
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'-- Para-penghadap-dikenal oleh-saya/Renghadap— - — —

-

T ﬂi:hat Pﬂsbuat

e 3

~Bisahkan.

saya kenal dan/yang lain diperkenalkan olehmya

kepada sayalPara penghadap dlperkcnalkan saya oleh -sakst pengenal

- Pibak Pem:sma-.mcnemngkan dengan int menjual kepada Pihak Kedna dan
Pihak Kedua menetangkan dc'ngan ini membeli dari Pihak Pertama ; ——

ShrPondor Tagung/
2007 s, DB

Disuhkad.

Z Disahkan, - ke

- Hak Pakai Nomaor
’ ..V.]_\]’nmgpidaﬂaifﬂﬁasi Bidang -Tanah ( NIB )

"Hak Milik atas schidang"
~ Persil Nomor

Fropar]

MMMMB@WMMM

- Nomor - VNIR/PONDOK JAGHRE atas sebidang tanah sebagaimana

diuraikan dalam Surat Ulkur/Gembar-Bihas tanggal 14 Desasbur 2007
NOMOT - cuw  f we—w  B6lUBS o 9§ o mz_  e———

atas sebagmn tanah Hak Mlhk fHak Guna Usaha/Hak Guna Ban

yzutu seluss kurang lebih .. m?
-. meter pcrscgi ), dengan ba‘tas—batas

sebagmmana diwraikan daam Surst
Nomot : irkany pads akta ini.

Kohir Nomor -
seluas kurang lebth /. o
meter persegi), dengan batas-batas :

Ralsmun 3 dart ¥
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Nomor . yang dilampirkan pada akta ini. -

berdasarkan alat-alat bukii berupa : -

Z Disabkan.
tedetak di ; -— : e e 3 *“
- Propimsi’ - © " BANTEM; S— —
- Kabupaten/Kota - . TAMBERAMGE - ' e
- Kecamatan | ¢ SERPONG UTARAy -- "
—. Ialan T . : -y -
T

~Jangunap vrusgh berikut hmxtmya, ‘dibangun dengan surat Ij:m— .
ﬁmuirim Banguaan yang Sikeluarkan oleh Bupati ngamg.,---w -
tertanggal 31 Januari 2008 aonor MEENGI/6%-DBP/2008, sctempat ~—
dikenal sebagai Pmmm -
Rosor gife : : S

*

sclangu:tnya semud yang diuraikan . di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual

Beli®.

PihakPertmadanPihnkKaduammm'angkan bahws :
-3 Jual beli ini dilakukani dengan harga =
Rp 58, 712, 000, - {lisapuluh delepsn juta tu;uhratus dusbelas
ribu Fupinhd, o s

- ————

b. Pibak Pelama mengaku telah meierima sepenuhnya uang tersebut di atas
dan Pihak kedua dan untuk pencnmaan uapg tersebit akia ini berlaku
: ?1.1]& sebagaa tanda pcnenmaan yang sah ( kwitansi ).

Helaaan d dari 7
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z . _
—e-~ Pusg} 3 -
Jika pendaftaran -
peralihaa haknya -
ditglzk oleh =——
instansi Badan -~
Pertanaban ~———
Masjonal, saka —
juil beli ini ~=-=
dianggap tidak -—

pernab di
T 1RGO N
Dalam hal desikizn
makp pihak pertasa
dengan ini seebari
suasa penuh kepada
pihak keduR, Ruaed
sana tidak dagat -
ditarik kesbali —

—

dan tidak akan e~

barakhir kerena -
sebab~sebab dan ~
dagar-dasar yang--
 senurut hukas atau

hebinsaan ~—arm-——
- mengakhiri snaty -

kuasa, unptuk dan——="~.

atas nask pihak -~
partasa sengalih -

kan objek juml — -

peli serssbuf ~—~—-
kagads pifak lain,
dengan dibebaskan-
dgari pertangguag -
jawaban sebagai —
kuasa dan jika =
ada peabryRrany—~—
" sepenubnya -senjadi

digahkan.

————r 1

Tual heli ini dilakukan dengan syarat-syarat secbhagai berilaut ¢

Pasal J
Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalem akts ini-telah menjadi
milik Pikak Kedna dan karcoanys segala keuntwngen yang di dapat dari,
dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi

e e e e

Pasal 2
thakPa-mmamaqmmbahwaobyekmalbellmdﬂd:atasbdak
tcrsanghltdalzrm suaty sengkefs, bebes.dori sitaan, tidak terikal sebagai
jaminan:. untuk - scsuats utang yang . tidak tercatat dalsm sertipikat, dan
.bebn_sdﬁﬁbebanwbebanlainnyayangbaupaapaptm. , -

Mangmmaual -bch mij tclah dtpcroleh izm pﬂmW

a hnr
- ‘fanggung jawsb penjual dan sosbebaskan pembali dari Pgjabat

Akt Al Belf

—Pasal3

e

Pasal 4 - . =
Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini
kepcmlhkan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum _penguasagn
tangh,_ n:_:c:;m:rui ketentuan perundang-undangani yang berlaku sebagaimana
tcrcantum dalam pemyatsannya tanggal hard ind.

Pasal 5 . -
nmmmpamahlmmahyangmmobyekmm
dalam . akta - ini - dengan hasil - pengukuran oleh instensi Badam Pertanshan
Nasional, maks pai-a pihak- aken menerima hasil pengukuran iustansi
Badan Pcrtanshan Nasional tcrscbut dengan tidak m:mpcrhltungkan
kembali harga_]ual bchdnntidakakansalmgmmgadakmgugam

= Pagal ’E
Penjual dengan ini senjaain kapada pumbelf bahws sdentitas-

h pmju:l adalsh bensr adanys dan penjusl berdenang untuk -—-

ukas tindakan hukde penjualan dam  jikm di Tedudian e
hal tersshut tidak benar maks: sesyanya itd senjaii ~—-

uat AkEn Tanoh deri segala buntutan hukum: -

B
i

Holdraear: § oori 7
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Z Disahkan,

sama dan akan disehutkan pada akhir akta ini - —

- Pasal -
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibalnya -memilih tempat
Kediaman hukwn yang umum dar tidak berubah pada Kantor Paniterz

Pengadilan Negeri  Tangerang di ngmng. .

- Pazal g
Biaya. pembuatan akta ini, usng saks: dsn scgnla hlaya pemhhan huk ini

di bayar oleh pipay Kedun/Pagbeti. ~

rangkan telah mengetabui apa yang diuraikan di atas dan

Denﬁiﬁmmhanainidibuat-dfmdapmpmpihakm: _ e

~Tuan PURNAMRSIDI dan Myonys JTUBREDAH, kettua-duanys Pegamx -
K:ntcr Wotaris dan PPAT, bertgapat tinggal di Tanqamg ———

Hokenan € darl 7
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sebagai saksi-saksi, dan setelsh dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan yang dikemmkskan oleh pihak Pertama dan Pihak
Kedua tersebui. di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak

* Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan gaya, PPAT, schanyak 2 (dus) rangkmp -
asli, yaitu | (sstu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1
( sata ) rangkap lembsr kedua disapipsikan kepada Kepala Kantor Pertanshan

Ksalripaten/Kota Targerang,
untok keperiuan pendafiaran peralihan bak akibat juai beli dalam akta ini. —————e=nu

Pihak Pertama . Pihak Kedua

~ttd- <ttd-

—

. berkedudukan di Tangersng. -

o z f
Persetujuan ........ooumseeeemeecs
. -\
- R e sersassssnd T 7
. X - . O
h K -

28 Saksi Saksi .
¢ B

. i =

=g ~ttd-

59

g‘, i

-4

+ @

L.

T

&g PHRNARAS T B Lo Wy FUBAEDRHY -~
334 . _

f94 Pejabat Pembuat Akta Tenah

-y Ny

'

SR -ttd- )

254

£3 o

M =t K]

i : E | - i _;-'f-

pee E oo T L TRAL J

25 : .

1 f

7
Hadosn 7 dari F
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Sury Wijava, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN TANGERANG

JI. Raya Serpong Km.10 No.18E Tangerang 15310
Telp. 5397358, 53121288 Fax. 53121985

Akta - JUAL BELI

Tangga] - 18 JULI 2008 /

- Nomor ; Qg 2008

PIHAK PERTAUA/PENJUAL : GSeeiiin S
ey e v e duduikan 1 i

PIHAK KEDUA/PEMBELY 1 0NN atsmien, .
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| AKTA JUAL BELI
i £ 5 ' - No. : 7-5'92 ; 2008

-  Lembar Pertama/Kedua
Py o | | -
Padahatiini, Jum'st - tanggal 18 ( == delspsnbelag ——e )

Lobulan  em Jul ewese flun . 2008 (wme dwaribu delopes ~om

P - "hadir dibadapan $3Y8 gy yisavA, Barjana Hukus
- ’ _ Yﬁﬂgbﬁdﬂsmmmmm fenteri Nagara Agrarnlxepala Badan

- ST © Partanaban:Nasicaal tangjal 25-09-1%96  DOMOT 10-X]-1996

_{ A diangkat/ditunjuk sebagai- Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnys
i g
.lrherlh i ;»gknt E disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintab Nomor 24
L 4 - Tahlm 1997 tcntang Pendiftaran Tanah, dengan dasrah kcrja m st

N | .__ ) ..Kecwlam f ,dm or di
Tt romov 18-Es TRAQGE Y ER g e dengan dihadiri oleh
A w - - uksp-saksl yang saya kcnardanakandxsebut pﬂdﬂ bagian akhir akta ini: .

I.—-—Tu:n“l.ﬁhér i J‘akar‘h, pm tanggal —

7 Wei 1972, Wxrge Negara Indmesn, ﬁifekmr dari Ferseraon-
) " yang sksn a{sebut, ‘Bortiapst vinggal di Jakarts, Jelan ———-
. " . Kiotasani 1 Nowedr 20-22, Rikun Tetangg: 001, Rukun Werga. 007
Kelurshar Kelapa Bading Barwt, Kecaaatias Kelapa Sadimg, ——
pasagang Kertu Tanda Pendudulc ROMMT m‘-
~iintuk samtan berada di Tangarmg;- s - aans
-Megurut keterangannya dulam hal iri bertiedak dalas o~
jasatannya’ tersebut Jum, dengan dewikian peaghxdap ————-
N . smovakili Direlni dari dan oleh karena itu ummuas--
IR o pama seria sab smewskili Perseroan Ievbatas PT.GRIYAPOTENSH -~
' " KERYAMATU, berkegudikan.di Jakarts, yasq unggRrea dasar dan~
eruuiannn tulah iim dalaas aeriia Hutn min e
; . - Indonesis, using-using 3 c - _-
-7 ~tertanagal 4 Julf 199% Nomor 53, Tambahan Momor 55669~
. —tartanggal 14 Raret 2000 Musur 24, Taabahan Momor 1314 dan-
g - ~iertasggal. 27 Oktober 2000 Noeor 86, Tambahan Nosar 305,
SUSURIA airakn. Qan Kowinaris Fersarcal terakhir sebagzisans
tHrnyata dari Akta Berita Acarz FL%IWTE?&A KARYAARIU, =~
- ertanygal 31 Beseaber 2004 “Hodor 65, yang - dibuat dihadaprn~
Fonya FAPRA RiZel HASUTION, Sargana Hukua, | Kataris 41 ——
i. ™ ——
mg diwaknmyn tersebui: mu Ael ini bertindak
; iwasa, terauat dalam Akta Kuasa tertanggal ---—

_falan SRy Sarpong K8, 10 -

e T

1

Hadimas 1 dari 7
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15 Deseaber 2000 Nomor 5, yang dibuat dihadapan WANY KURNIAGIN,
Sarjana Hukuk, Notaris di Knbupnten Baerah Tinghut IT Cienjur, -
selahe kuasn dari dan oleh kurena it untek dan atas namy serta
s2h mewakili Perseromn Terbatas PT.NUR AXBAR, berkedudukan ii--

Tungéerang, yary anggaran dasarnya talah divsushan dalss Berita-

Negarx Republik Indonesis tertanggal 10 Januari 1986 Nomor g, --
Taabahar nosor 35 dari angoaran duear ssna telah bsberaps kali-
dirubah, peruyhshan terskhir telsh diusvekan dalas Berita Weqara

“Republik -Indonesis tertsaggal 20 Pebruari 2001 Wosor iS5, —-——e-
- Tasbahan Nosor 1157, sustunan Direkai dan Komisaris Perseroas—

terakhir sebagainana tevuyata deri akta Berita Acara ——— -
tertanggal 135 April 2004 Noeor €7, yang dibuat dihadupin -
mmw TIGRIS DARMAUA NB, Sarjary tukum, Notaris di Jakarts.-

vHulake Penjual, uatuk =selanjutays disehnt oo s
b PIHAI( PE'RTMA" :

nﬂw—n.mum.mmunw‘

umﬁ?‘i. mm.m,w-—

‘uwﬂwﬂnm“““‘"_

Amikus Twtsngge OG2, Dekwa Mergs 009, Kelurshan Pendok dagusg,~——

'mmm.mmmmm",

'm
e Wmn, wtuk umq-t-,- Mt-—-m-«—
PIHAK m» _ ——
3
Haloman & dar 7
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- Para penghadap dikenal oleh saya/Pénshadan-—
says kenmal dan yang /lai d:petkanalkan olehnya
TP‘E shat Pesbuat ...4, sayajPara penghadap dxpeﬂ:cnalkan kepada/saya oleh saksi pengenal

—Disahkan. -
Pihak Pertama menersngkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dam
Pihak Kedua menerangkan dengap ini membeli dari Pibak Pertams @ ——eemmmv
L ]
_/ Disahkan.
"k .» -

" atig sebagian umah Hak—M:&lk /Rek—Gane—Useha/Hak Guna Bangunan/
T BelcRaaiNomor  __ eonimok JeGG-——- - denghn
T o Nomor Identifikasi BldangTanah_(NIB) f . :

' o ' ya:tu seluas kurang lebih 10, ( sepyluh ——-————m

S At g e et et

S S metcrpcrsegl) émm—bmm

sebagaimane diuraikan dalam Surat Ulur/petz
Nomor yang dilampirken

o Hak Milik atas sehidang tanah ¢
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih i m"

L E

Halomon 7 dos 7
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IR

Z Bisahkan.

terletak di : -— : , ' B

- Propiosi : BANYES Cdmbwilu JAWA BARAT);————-
- Kabupaten/Kota . TANBERAMS Y o =
- Kecamatan | : BERPONG;
- Desa/Keluwshan - - : PONDOX JAGUNE;
- Jala L e— '
Yual beli-fni meliputi-pula T =emmssmmeece

-—.-............_'

* “pangunan rumah timggal Berikut turutaneya dibangun -
dengan Surat 1jin Meagirikan- Basgunan yang dikeluarkan oleh — -
Bupnti Tangersng, tertanggal 31 Janasri 2008 nemor - ——————

satempat dikensl sebagai Perusahanp Reqensi--

[

selanjutnya semmua yang diursiken di ams dalam alaa ini disebut "Obyek Jual
Beli". -

a. Jual beli mi dilakukar dengan harga
Rp.23.465. 382, - (duapuluh tigz sutz empatratus delzpanpul uhr
lima ribu tigaratus d elapanpuluh dua ———
rupiahl. - A

b. Pihak Pertama mengaku telash menerima sepenubnya uzang tersebut di atas
-r-—ﬁanPﬂlakkaduadanlmmkpmmaanuangtememeMbeﬂaku,

Wpﬂlﬁw!*gﬂltmdapenmyangsah(kmmns:)

253 s

Holoean o dari 7

Alie k! Bl
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C.

Z

~~e—= Pasgl F ~rmow
Jika pendaftargn -
perrlihan hpknys -
ditolak gleh ———
instansi Badan -—
Fertanahan —-——-—
Micionzl, maks ~-
jual beli ini
dianggap tidak —-
pernah 4i —
langsungkan. ——
Jalas hal déamikizn
sanka pihak pertasa
dengan ini aesberi
kunsa penuh kepada
pilor kedua, kumsa
sang tidak dxpat -~
ditayik kesbali —
dan tidak akan ~——-
berafhir karema —-
dasar~fasar. yang—
monurut hakus stau
kebiasaxa —————
sengakhifri susty -
m, hk m""‘“
atns nam pihak —
pertans seagriih ~
kan objek jual ——
beli torsebat ——
kepada pihak laia,
dengan dibebagkan-
dari partanggung -
javaban sebagai ~-

kunsa dan jika — .

ada gesbayarsn, -~
sepenuhnys seh jadi
(ol

Pisahkrn,

E
=

Jual beli ini dilakukan denpan syarat-syarst sebagai berilart :

- Pasgal 1
Mulai hari ini obyek jual beli yang diumikan dalem akta ini' iclsh menjadi
milik Pihak Kedua dan kerensnya segals keuntungen yang- di dapat dari,
dan segala -keragian/beban aas obyek jual beli tersebut diatas menjadi
hak/beban Pihak Kedag, ——-——-

Pasatl 2
Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak

torsanglart dalam suatu sengkets, bebas. dari sitsan, tidak terikat sebagai
' jaminan. ustuk sesuatu utang yang tidak tercatat delam sertipikat, dan

bebas dari beban-beban lainnya yang benupa apapus.

. _ Pasal3
Mengensi jual beli ini telah diperoleh izin pemindshan

Nomor

e Pasal 4 —— - s
Pibak Kecdua dengan ini menyatakan bahwa dengen jual beli ini
kopcmlllkan tanahnye tidek melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah mienurat ketentuan perundang-undangen yang berlaku sebagannana
tercantum dalam pemymamw woggal har:i tod. s

Pasal 5 - ——
Dalamhnltcrdzpatpcrbedamluasmahmgmmjamobyekjua]bth
dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh- instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka pars pihak akan mencrima hasil pengukuran instansi
Badan Pertenshan Nasional iorsebut dengan tidak memperhitungkan
Lembali harga jual beli dan fidak akan saling mengadakan gugatan.

e —— Pasal =

Peajual dmgan iny apojamin kepafa pesbell bahwa iddntitas-
penjual adalah benar adanyx dan perjual berwenang gRtuk ~—-

: ”ﬁlIa‘E‘&ﬁin tindakan hukes penjuslsn dan jika di kemudian ~—

: ‘ fanggqun

{ tersebut tidak benar eaka semuanya ity menjrdi -—
javab penjual dan sesbebaskgn pesbeli dari Pojahat =
ta Tanah dari sagala i‘a.mhihn farkum.

Fielaman 5 dari 7
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Z Disahkan.

et .

: Pasat 2
Kedus belah pihak dalam hal ini dengan scgala akibathya memilih tempat
Kediaman hukum yang wmmum dan tidak berubah pada Kentor Panitera

Pmsadﬂm Negeri Tangerang di 7mgmnq.

Pasel - B

h : Biaya pembuatan akta ini, uvang saksi dan- segala bmya pcral:hau hak ini

di bayar olch; Fihak Kedua/Pesbeli.

sama dan aken disebutkan pada akhir akta ini ;

Demikianiah akta ini dibuat dihadapen pera pihak dan -

-Juan PURWARASIGI dan Nyonya JUBAEDAH, kedua—duanyz Pegawai —
fantor Notaris dos PPAT, bertespat tinggal 4i Tangerang.———

Mokraen b & 7

Akro St Relt
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schagai saksi-saksi, dan sctolsh dibacakan serta dijelaskan, meka scbagai
bukti kebematan pemyataan - yang dikenmkskan oleh pilak Pertams dan Pihak
Kedua tcrsebut di atas, gkt ini ditamdatanganijcap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pibsk Kedun, para saksi dan saya, FPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kamtor sayas, dan 1
( sam ) rangkap lembar kedua disimpaikan kepada Kepala Kantor Pertanahas

Kabupaten/Kota Tangerang, : _ — e
untuk keperiuan pendaftaran peralihan hak akibat jua} beli dalam akta in. —

Pihak Perama | Pihak Keduz

ttd
i

Saksi Saksi

$td ' | ttd

yang sema bunyinye. -

PP miarr:....--n ) .-.......--...H’.‘.m .......

Pejabat Pembuat Akin Tanah

Bolinap

ttd

~Ali akte ini telsh ditandatengani ascukupnyd.- |

~Diberikan sevagal

Halarin 7 duri 7
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PERJANJIAN KREDIT
ANGSURAN

Na. 3 /UBSJISTININZH

Yang bertandatangan dibawalh ini -

I -FERRY KOSWARA
- YULT HARTANTO
dalam hal ini bertindak dalan kedudukannya = laku Pemegang Kaasa dari P.T. BANK
GYHETBE) Thi, Kantor I'usl Dyperasioul. Pan oleh karenanya untuk dan atas nana P.T.
BANK SAveGegl Thk, Lerk edudukan dan beriamlor pusat di JI. H-Sosidbedi No, 37—
Jakarta Posat. :
Selanjutnyn discbut B A N i

11 -SSR | beralamat di 1 s et Tinnir R o idlok H2 No.12A, Ri. 016/0173, Kelurahan
& Sunter Agung, Kecamatan Taniing Priok - Jakurat Utara, yang dalam tindakan bukum ini
telah mendapat persetujuan duri isterinya dengan it menandatangani perjanjian ini.
Selanjutoya discbut D EB IR,

Pihak-piliak menerangkan tertebih dahiuls sebagai berilt

/. bahwa DEBRITUR tclah menzajikan permotanan kepada BANIK untuk dapat diberikan suaty
fasilitas kredit/pinjaman uang wntuk kepetluan Madal Kerja. ’

- bahwa BANK telah meryctujni pcnnbhunzm 13EBITUR tersebut dan karenanya BANK
dengan ini memberikan fasilitae krediypinjaman uang kepada DEBITUR untuk keperluan
diatas dengan dan mcuurul syarat-syarat suria Letentuan-ketentuan yang termakiub dalam
perjanjian ini dan atay pobjang -perjanjin luinnva, batk secara notariil maupun dibawah
tangan, yang SEMUAnyi oy Jar satu kesapmn dan bagian yang tidak terpisabken deri
pesjanjian i,

Selanjutnya para pihak tclab seteju Jdan mufakat untuk membuat perjanjian der.gau syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan sehapai berkut :

PASAL 1 : FASILITAS KREDIY

- ~-Bank reemberikan pinjaman uang kepada DEMTUR sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu
milyar dua ratus juta rupialil

- untuk keperluan Modal Kerja .

. Junlah terschut di atas, ¢i Jroping ke rekening BITUR, ditarik sekaligus atau bertahap
oleh DEBITUR.

. Untuk mengbindari / weagura i kerugian nasabaly karena gejolak kurs mata uang asing
terhadap rupizh, maka atas rertimbangan BANK, BANK sewaktu-waktu berhak merubah /
mengkonversi pinjaman nasabali dalam mata uans asing, menjadi rupiah walaupun ketentuan
“out loss” dalam parjanjian Letom dilanggard masih dibawah cut loss.

FASALZ : JANGKA WAKTH o B g
Perjanjian ini berlaky untuk masa 8 (Empat pulih celanan) bulan lumanya dari tangeal 03-12- ; '
2010 dan karenonya akai berakhiv pada tangps 03-1" 2614 '

// PASALJZ: PRUVISI
Untuk pinjaman vang tersebut OFRITUR waiih sierbayar provisi kepada BANK sebesar 0,3 :

/ % (Nol koma lima persen) selanit perjanjian ing yiny hivus dilunasi segera seteleh perjanjian ini I
ditanda tangani - ' =5 g

PASAL 4 : BUNGA
a. Untuk pinjaman uang teescint dioatas, PEBITHR wajib pula membayar kepada BANK,
'),r‘f bunga schesar 12 % (Dua eins porseny sclahnn ying, dihitung secara In-Arrear.
/o b, Tanpa pemberitahuan terlebili dalulu kepida DELITUR, BANK verhak sewakfu-waktu yang
: atas perlimbangan sendit. atul dengain meneingat keadaan tingkat suku bunga dan
perkembanpan dalam  bidang Lewangan & moenotes, mengadakin  perubahan mengenai
besarnya suku bunga teracbut Jr atas.

s
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PASAL 5 PFMBAYARAN KENHALL
I. Pembayaran kembali pinjuoa: vang beserta bunynnva tersebat diatas, haris dilakukan oleh

DEBITUR kepada BANK secaru menpangsur selen jungka wakta tcxsubut diatas;

Adapun besarnya angsuran adalab 0. 30703600060 {Figa puluh satu juta tujuh ratus tiga
ribu enam ratus rupiah) setiap bulinnya yang lewdivi dari angsuran pinjaman pokok dan
bunganya. :

2. Pembayaran angsuran harus « lakukan oleh LI-BYIUR kepada BANK secara tepat baik
jumlahnya maupun tanggalnys vaitu fiap-tiap tanpeai 3 (Tiga) setiap Lulannya sampai seluruh
pinjaman uang pokek berikel bunpanya terbayor ivnas, dan untuk pertama kalinya pada
tanggal 03-01-2011 sehingga wnesuri icrakhic joialy poda tanggal 03-12-2014.

3. Pembavaran angsuran tersebun bars diakokan oich CEBITUR di Kantor BANK di Jalan H.
Samanhudi Neo. 37 - Jakarle Pusat Jan untu. sctiap pembayaran akan mendapat bukti
pembayaran yang sah dari B M.

*ASAL 6 : BUNGA KETERLAMBATAN
Apabila DEBITUR terfambat membayar g,cummw itka DEBITUR haras membayar bunga
keterlambatan kepada BANK schoiar 376 (Tiga porsend sebulan yang dibitung dari jumlah
angsuran yang tertunggak dan seciva hara,

0‘/\/ PASAL 7 : PEMBUKTIAN PINSAMAN UANG
DEBITUR menyetjui baliwa  pignean aaog yane woihistang kepade BANK berdasarkan
> perjanjian ini dan atau tambahanny o sewakiiu-waktu ki eebukti dari
l g a. Buku-buky, catatan-catatan din xdministrasi van: Jeclengearakan oleh BANK;
2 ¢ b. Surat-surat dan dokumecii-doivnen laimnya g disclengparalan dan diterhitkan oleh
{fl i BANK.
e L

PASAL 8 : TEMPAT PEMBAY ARAN

Seinua pembayarau atas jumlal p oo pogok, picoisi. dan biaya-biays lainnya kepada BANK
berdasarkan perjatjian ini, dilakulan i kantor T B AR SWADES! Thk,, Jalan H. Samanhudi
No. 37 — Jakarta Pusat..

PASAL 9 : KEWAJIBAN-KEW AJIBAN DEBFTUIC

Debitur berjanji dan wajib, sclama DEBET LR masih incinpuanyai pinjaman uang kepada BANK,

untuk

1. Mengijinkan wakil-wakil darn [TANK ilan atau oranyg yang ditenjuk oleh BANK, sewaktu-
waktu dan pada jam-jam korjo, cieaeriksa tenpat usaha DEBITUR dan barang-barang
Jjaminan yang telah diserabka::

2. Menutup asuransi untuk :
O Barang-barang jaminan,

dengan suatu Banker’s Clause vntuk jianiah dan harga pertanggungan serta deugan cara yang
Aitentukan dan d1angg1p baik vich BANK,

Jika penutupan asuransi tersehut di atas belum Jikiksanakan olel DL'?[TUR inaka dengan

perjanjian ini, DEBITUR telali nemberikan kua-a niengasuransikan barang jaminan kepada

BANK untuk hal-hal tersebul dengan emua biay: mejadi tanggungan dan beban DEBITUR

sendiri;
3. Meminta persetujuan terlebili daliale kepada BATI, datam hal
a. DEBITUR mencrima suata pinjanian uakg ata fusilites kreditflensing berupa apapun dari
(\ ] pihak lain.
. DEBITUR mengikatkan diri sebagai penjaruia (bory) untuk pinjanian uang pihak lain,
: ¢. DEBITUR menjual/memiadabkimenjaminkan barang tidak bergerak milik DEBITUR

A dengan cara hagaimanapun juga kepada pihab dain.
1k d. DEBITUR menyewakan/nieminjmnpakaikan baik sebagian maupun scluruhnya barang-

barang jaminan,
e. Apabila ada perubalan  ataw  pemabaian  pemegang  sabam  bary, atau

perubahan/penambahan  difam  susunan Dircksi/Komisaris  atau  perubahan  dalam
anggaran dasar DEBITUIL.

4. Memnggung dan membayar sciiua biaya-binya yaog timbul Kacens adanya pembebanan
provisi, bunga, bunga tantbuhan, binsa-biaya adininisirasi kredit yang akan ditctapkan oleh
BANK, premi asurausi, aklc Netaris'Pejabat Panbueat Akta Tanah, Akia TPemberian Hak
Tanggungan berikut pengurusanaya. biayae pe u;_,:lu n komisi pengeeara dan bla.ya-braya
lainnya  yang  berhubunpan  dingan  pinianan wang  beedasarkan  perjanjian
ini/perubahan/perjanjian lainnya din baranp-baring juninanoya baik chdala n moupun diluar
pengadilan,
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5. Tunduk kepada scmua ketentnon-kefentuan dar peraturan-peraturai serta kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku pads BANK baik seharang maupun kelak di kemudian hari akan ada. |

6. Bagi DEBITUR berbentuk badan hukum yarg menvliki jumlah aktiva etau kekayuan paling
sedikit Rp. 50.000.000.000,00 {Lima pulub milyar supiah), menyerahkan hasil audit Lagoran
Keuangan perscroan dari Akunian Publik,

PASAL 10 : PENGAKHIRAN 7' ERUANJIAN : _
Menyimpang dari ketentuan dalum pasal 2, BANIK Loriak wengakhiri perjanjian ini dengan
kewajiban dari DEBITUR untuk michinasi seketika dan rekalious selurul apa yang DEBITUR
terhutang  kepada BANK  baik vang herupa pinjaman kol provisi, bunga dan blaya-biaya, :
lainnya, apabila {crjadi salah satu ewiniban dibawvah ini ‘ i
2. Bitamana DEBITUR danfatan [HNJAMIN meningpa dunia, difixuidic atau bubar; :.
b. Bilamanz DEBITUR dan/atas PEIAMIN menwaje 0 permohonan/dinyatakan patit olch f ¥

instansi yaug berwenang; :

. Bilamana DEBITUR dan/aian PTRNJAMIN ofch tdnnsi yang berweaang dinyatakan di # e
bawah pengampuan (order cusalele |

d. Bilamana DEBITUR dan/atan PEFTAMIN reminta penendaan pembayaran (surccanse van
betaling);

e. Bilamana peoggunaan fasifita: hecdil ind tidhl sewn dan menyimpang dari maksud dan
tujuannya,

£ Bilamana DERTUR dan/atan 1EF T AMING Dilar ative ndak mementhi ketentuar/ kewajiban
yang tercantum dalam perjaniin ini dan/zt ponedsihimnya dan perjanjian pengikatan
jaminannya atau perjanjian lninnyi vang mertpakan ot kesaluan despan perjanjian ini, baik
yang telah ada mavpun yang akan aia dikennadion b

g. Bilamana harta kekayaan DEDBTTTE danfatau PENIARTIN, baik sebagian maupun seluruhnya
dinyatakan dalam sita jaminan atw hisita oleh pilusk g berwenany,

b, DBilamana DEBITUR danfalan PENTAMIN Lunpa eorseljuan BANK, mcngalibkan atau
mengontrakkai/ menyewakan/ neminjam pakai s sopimn ataw seluruhnya barang-barang
jaminannya secara diame-dians kepaita pihak foin, :

i. Bilamasa barang-barang jaminan yang telah disvinhkan kepada BANK Ulerdasarkan
perjanjian ini dan/atau perjanjian perjanjian lamnyu ving merupakan satu kesatuan dengan

perjanjian ini musnah, berkuranun laijumiahuyi baik, sebagian maupun seluruhnya; T Gy

j. DBilamana menurut pertimbarpan BANK, keadaon kevangan, bonafiditas dan solvabilitas i
DEBITUR mundur sedemikian mpa selingga meraprban pesgembalian/pclunasan pinjaman '
nanpgnya;

k. Bilamana harta kekayaan DLBITUR danfatiu PEMIAMIN, menurut penilzian BANK
menjadi sengat beckurang atau todjeii keadawir keadaan yang menurut pertimbangan BANK
akan mengancain tidak akan tetbayvannya lunas kewajitan DEBITUR;

I Bilamanz DEBUIUR .memberi kel rangan-keierangin vang kebengrannya diragukan olch
BANK.

m. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pihak DEBITUR dan/atau PENJAMIN;

n. DEBRITUR dan/atau PENJAMIN nwa: wk dalam daftar bitam BANK INDONESEA.

PASAL 11 : JAMINAN
Untuk lebih menjamin pembayaran kembali selurui pinjaman uang yang berdasarkan pecjanjian . S
ini, maka DEBITUR/PENJAMIN dengar ini menya‘akan schagai jaminan kepada BANK, berupa ) ¥
e« Sebidang tanah scluas 292 M? beritur bangunan beserta segala turutan yang berada di stusnya
rd dan semua barang yang melekat pacis bangunan terselv+ yang menurut sifat, peruntvkkan dan ;
yad ) Undang-undang dianggap sebagai barang tidak horgeiai. vang terletak di 51 Paradise Timur ) 1
/ Raya Blok H-2 Kav. No. 12A, Kelurnhan Sunfer Agun I ecamatan Tanjung Privk - Jakarta 5
_. Utara, sesual Surat Ukur tangpal 04 072005 Ko I7183/Sunter Agung/z005 sebagaimana
/ﬁ/ yang diuraikan dalam Sertipika! !lal. Guna Barpunan MNo.10.574/Sunter Agung atas nama
KUNDAN;
A

I Adapun penyerahan jaminan tersebut i atas di Jakukan pufa dengan menanda tanzani akte-akte
tersendiri berupa :

. PENGAKUAN HUTANG DAN PENBERIAN JAMINAN tanggal 03-12-2010
- KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN tngpat 03-10-2010 i,

'

- —_ 2 ’
PASAL 2.4 A~

oy e im e oo
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PASAT 12 : KUASA MENDEB LT :
DEBITUR dengan ini memberi kua.o Lapaita BAN K, uniub oowakiu-wakie mendebetmematong
dari rekening DEBITUR pada BAN!. haik 1 Kantor Prict maapun di Cabang di manapun juga,
baik dari rekening giro, tabungan, dypasitu au jenis relening lainnya berupa apapun untuk
jumlah-jumlah yang setiap kali besnya/imtahnya diictiplon oleh BANK untuk membayar
kembali/melunasi scmua dan setiap jumlel ang yang dipinjam/terhutang/wajib dibayar oleh -
DEBITUR berdasarkan perjanjian ini. strat-surat aksep ala surat-surat perjanjian lainnya yang
terkait, demikian pula semua biaya-biny a tesenut dalam pasid 9 ayat 4 di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atis, DEBITUR dengan ini pula, sekazang dan uruk
kemudian hari, melepaskan semua dan setiap faknya vk cengajukan kebeentan atau untutan
berupa apapun dengan alasan apajni iuea terhadap pendebetan/pemotongan alas rekening
DEBITUR yang dilakukan cleh BA . -

PASAL 13 : KUASA

Kuasa kuasa yang diberikan aleh DhLITUR termaktut. dalon perjanjiza ini merupakan biaya
yang terpenting dan fidak dapat dipisalilkan il perjanjian 1) dan yang tidak akan dibuat tanna
adanya kuasa-kuasa tersebut, oleh horenanya maka hoa.a-kuasa tersebut tGdak dapat ditaric
kembali dan juga tidak akan berakhic bilancoa DEBEHIPENIAMIN yaup  memberi kunsa
meninggal dunia karena sebab/peristina apapun jupa, deriihian para pihak dengan ini meicoaskan
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasa 1813, 1814, dan 1510 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang berlaku di Indonesia; '

PASAL 14 : CESSIE PIUTANG

Atas jumlah Tagihan/Piutang Baik kepada D1 TBITUR yung timbul berdasarken Petjanjian Kredit
ini, maka DEBITUR memberi hak sencinubnya kepada HANK untuk menjual, meugaiihkar, atau
dengan cara apapun memindahka rapilian/piutang tecsenul kepada, pihak lalu baik “didalam
maupun diluar negeri tanpa kecuali apapun sccara tidal. lerbates pada Bank-Bank swasiafasing,
maupun lembaga keuangan lainnya.

PASAL 15 : LAIN-LAIN

a. Apabila DEBITUR meninggal dunin, maka scrous pinjaenan wang DEBITUR pada BANK
yang timbu! karena pegjanjian Wi daniatan perubahanstambahaniya ataupun  surat-surat
lainnya yang terkait, tetap merupakan satu-kesaiuan pinjamen uang dael para ahli waris
DEBITUR danfatay PENJAMIN yung tidek dapal dibugi-bagis

b. Semua catatan-catalan pada halaman belakang dan laipiran yang meickat pada pedanjian
ini, merupakan pula satu-kesatuns yang, ticlak dapat dip:salikan dari perjunjiau ini;

c. Semua surat-surat atau pemberu;lIu::m--;wmbcritahu;m Jikirim melalui ckspedisi atan pos k¢

- alamat DEBITUR di Jalan Parailise Timur Raya Blal 1il No.12A, Rt. 116013, Kelurahan
. Sunter Agung, Kecamatan Tanjoay ok - Jakarts Ulaa.

ASAL 16 : DOMISILL
Mengenai perjanjian ini dan segals akibatnya, pihak-pihak memilih tempil keducukan hukura
vang umum dan tidak berubah di Loater Venitera Penpadidan Negeri di Jakarta Utara denpgan
lidak meniadakan BANK untuk menmilih doisile lain.

Jakeaita, tangeal 03-12-2010
BANK DIZ',’»IT},H{

R For o\
CAgBATE AR IR
i f...m._! —

. : y . _{___._7(5% 3 = SR
0 B

FERRY KOSWARA YUE! HARTANTO e s

o8

2
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ARTA JAMINMAN FITUSIa (FIUTA)

—Fadas hari ini, , Tangoa

~Frade il WIn o«

WRETH Tndonesia BRralie —rrr s o o s s S i m mma s

~Hadir dihadapan e T U

il

Motaris di Jakarbs, dibadiri olen

dissbut dan telah dikecsl olsh szva, Hobtaris ;o —-eeeomee oo

Iy =

~funtuk s=2lanjutnya disebut "Fembe Fiduzsia"h, =m—eeeme———
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~tzelanjutnya disebut abut MFenerime Fildusia®i, ————moem

~Fara penghadap telab dik

el oleh saya, hlotaris § o-oemmseeooen
-Fara peaghadap dengan hevhindalk daians kadudubannya terssbuf -~

menerangian tarlebih dabaily 3 corm o

A QEahwag

tevsehut diatas, selshku pihak yang nensrims fasilitas hredig
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Fad
Lim

tuntuk selanjiuboye cukup dissbub "Debitur”) dan Fepovipz ---

Ficusia

¥ang memb: tasilitas kradit

selanjutnya cubup disebut "Keyaditur”? felah dibuas dan ——---

ditandatangani Akta Ferjanjian Kredit

i
i

tuntul selanjulnra Ferjaniiae Kredil berikot dengan semua -
penqubaban dan peababaruannya disebut "Ferganiian ¥eedit") o
—Babmia, unbuk Iebinh menjasin tarbavarnya dengan baik segala-—
sezuatu yang tevhafang dan narvrus dibayar olsh lehitur bepads
Kraditur sebagaimana diatur dalam Ferjanjian rsdih, Pemberi

—_

Fidpsia dissjibian untul assbevikan Jaminan Fidusia atas ——

setiap dan ssmua holk atos piutang milik Femberi Fidusso -

untuk kepaobingan Feneriem Fidusia, =zebagaimans yaRg akan —-
diuraikan dibawzah dni. oo
—Bahwa, cnbul meeenahil ketentuan tentang pemberian jasinan -
yang ditentukan dalam Ferjanjian Evedit maka Faoabsri Fidusiz
dan Fenerima Midosia faish semufaiat dan setuju dengan ini -
mengadakan perjanjian sebagaimnana yang dissksud dalam Undang
Unidang Momor 42 Tahon 1999 (seribu sembilanvatusz sembilan-—-
puloh seabiland, besrikot Pevatwran Pzlaksanasnnya, tentang -
Jaminan Fildusia sebagaimana yang skan divvaikan dibawah ini.
N
“Kenudian untuk menjaain terbavarnya dengan baik seqals —e--

gzsuate yang terutang dan harus dibayar oleh lehitur kepada-

Kreditur, baik kavrazna ubong pokok, bunga dan biaya-hizara
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TET O, BT P gy
ridasarkan

Kvadit, dongan -

dumiah ulbang

yang diterntuban diftsaudian

o ememnessns T

Yy Jumlah utang mana ternyata -

L R \ ety - " . e
RYEUL IOV, maks penghadap—

T

Fiduszis den

gan ini

FimE Fidusia unt

&l renghagap

ter s

i

i

L

23]
|

dan

Filousisz dwengan ini mensyins Faminan Fidusiag --

Flousis sampai dengan nilas penjaminan sebesar—

tagihan tagihan serty --

Flaim-klain Farni|

elah dimiliki, Femberi Fiduwiz

denfatat dikemudian b

alban dimiliki, diparoleh dan —--
dapat dijalarkan oleq Femberi Fidusiz terhadap pihak ~--n

ketigs sizpspun Juga, berdasarian pevjanjian-pzrjanjian -

yang arang telah dansatan dikesudian hari akan diluat-~

plel Fepbayi dengan pihal ketigs manapun Juga, -
satu dan lzin miiix Penber) Fidusia sebagaimana diuvralkan

dalam daftar

dibuat dibawah tangan bermetera] s, ditandatangani --

oleh Femberl Fidusiz
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orupakan b

C-daflar? marna m

nigabidoan
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